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ABSTRAK 

 

Dita Eka Priyani, (2026):  Pelarangan  Istri Bekerja Perspektif 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan 

Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di 

Desa Aliantan Kecamatan Kabun 

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pelarangan istri bekerja oleh 

suami yang kerap menimbulkan ketergantungan ekonomi, keterbatasan 

pengambilan keputusan, serta konflik dalam rumah tangga. Penelitian ini 

mengkaji alasan dan dampak pelarangan tersebut serta menganalisis apakah 

praktik di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu dapat 

dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif 

dan tinjauan hukum Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 

Sumber data mencakup data primer dari informan, data sekunder berupa literatur 

hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, jurnal terkait, serta sumber 

tersier berupa kamus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan suami terhadap istri untuk 

bekerja dalam rumah tangga dengan mengaitkan pada pemenuhan nafkah sebagai 

indikator utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 informan, 18 istri 

mengalami nafkah yang tidak terpenuhi secara layak meskipun dilarang bekerja 

sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan ketergantungan ekonomi, 

sedangkan 6 istri lainnya dilarang bekerja dalam kondisi nafkah yang masih 

terpenuhi dengan dampak yang relatif kecil. Secara umum, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004, kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi unsur 

tindak pidana kekerasan ekonomi karena suami masih memberikan nafkah 

meskipun belum mencukupi. Namun ditemukan satu kasus menonjol di mana 

suami berpenghasilan Rp3.000.000 tetapi hanya memberikan Rp1.000.000 kepada 

istri untuk seluruh kebutuhan keluarga, yang bukan karena ketidakmampuan 

melainkan pembatasan disengaja, sehingga berpotensi memenuhi unsur 

penelantaran ekonomi sebagaimana Pasal 9 UU PKDRT. Dalam perspektif hukum 

Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, kondisi ini mengancam 

perlindungan jiwa, harta, keturunan, akal, dan agama, serta bertentangan dengan 

prinsip mu'āsyarah bil-ma'rūf. Dengan demikian, hukum positif dan hukum Islam 

memiliki tujuan yang sejalan dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi 

istri dari ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga. 

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, pelarangan istri bekerja, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004, Maqāṣid Syarī„ah,Nafkah, PKDRT 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih bahasaan dari tulisan 

berbahasa Arab ke tulisan berbahasa Indonesia. Translite diutamakan terhadap 

istilah-istilah Arab yang belum dapat dianggap bahasa Indonesia atau masih 

terbatas penggunaannya, judul buku atau nama nama orang. Oleh karena itu, 

translate pada umumnya ada beberapa aturan yang digunakan namun tidak ada 

aturan yang baku, karena itu setiap istilah asing yang digunakan harus ditulis 

dengan menggunakan font Italy (dimiringkan). Contoh: dalam istilah hukum 

Islam, mudharabah. 

Skripsi/laporan akhir ini menggunakan alih aksara atau transliterasi, 

sebagai berikut: 

1) Padanan Aksara 

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara 

latin: 

Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

 A Tidak dilambangkan ا

 B Be ب

 T Te خ

 Ts te dan es ز

 J Je ض

  H ح

 Kh ka dan ha ر

 D De د

 Dz de dan zet ر

 R Er س

 Z Zet ص

 S Es ط

 Sy es dan ye ػ

 S es dengan garis dibawah ص
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 D de dengan garis dibawah ض

 T te dengan garis dibawah غ

 z zet dengan garis dibawah ظ

 Koma terbalik di atas hadap „ ع

kanan 

 gh ge dan ha ؽ

 f Ef ف

 q Ki ق

 k Ka ن

 l El ي

َ m Em 

ْ n En 

ٚ w We 

٘ h Ha 

 Apostrof ` ء

ٞ y Ye 

 

2) Vokal Dalam 

Dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal  

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal 

tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut: 

Tanda Vokal 

Arab 

Tanda Vokal 

Latin 

Keterangan 

A A Fathah 

 I Kasrah ــِـ

 U Dhammah ــُـ

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai 

berikut: 

Tanda Vokal 

Arab 

Tanda Vokal 

Latin 

Keterangan 
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ــَـٞ   Ai a dan i 

 Au  a dan u ٚ ــَـ

 

3) Vokal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu: 

Tanda Vokal 

Arab 

Tanda Vokal 

Latin  

Keterangan 

 qâla a dengan topi diatas لَايَ 

 dîn i dengan topi diatas  د٠ِٓ

 nûr u dengan topi diatas ُٔٛس

 

4) Kata Sandang 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf (l), baik diikuti huruf 

syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-

dîwân bukan ad-dîwân. 

5) Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda (ــّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah 

itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. 

Misalnya, kata       )اٌعشٚسج( tidak ditulis ad-darûrah melainkan al-

darûrah, demikian seterusnya. 

6) Ta Marbû tah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata 

yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf 

(h) (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûtah 

tersebut diikuti oleh kata sifat (na‟t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta 

marbûtah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut 
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dialihaksarakan menjadi huruf (t) (lihat contoh 3). 

 

NO Kata Arab Alih Aksara 

 Tarîqah غش٠مح 1

 al-jâmî‟ah al-islâmiyyah اٌجا ١ِؼح 2

 wahdat al-wujûd ٚدذج اٌٛجٛد 3

 

7) Huruf  Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), 

antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, 

nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid 

al -Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi. 

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat 

diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak 

miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut EBI, judul buku itu 

ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, 

demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang 

berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan 

meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis 

Abdussamad al-Palimbani, tidak „Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin 

al-Raniri, tidak Nûr al -Dîn al-Rânîrî 

8) Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi‟il), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas 

kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-

ketentuan di atas. 
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Kata Arab Alih Aksara 

 dzahaba al-ustâdzu ر٘ة الاءعرار

٠حّشثد الاءجشاٌذشوٗ ااٌؼغش  tsabata al-ajru 

al-harakah al-„asriyyah 

َٗ إلِاا اللُ  ٌٰ ْْ لَا إِ ذُ أَ َٙ  asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh أشَْ

أٌصاٌخِٛإٌا ِاٌه   Maulânâ Malik al –Sâlih 

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri 

mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak 

perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Majdid, bukan Nûr Khâlis 

Majîd. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang telah mengatur 

tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, termasuk 

hubungan manusia yang terkait dengan perkawinan. Perkawinan adalah 

suatu bentuk jalan untuk memiliki suatu hubungan antara laki-laki dan 

perempuan secara halal dalam syara‟, dengan adanya akad. tujuan untuk 

mendapatkan keturunan, mendapatkan tempat untuk beristirahat dan 

tempat mendapatkan ketenangan karena kecintaan dan rasa kasih sayang 

yang tersalurkan layaknya suami istri.
1
 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

داجً  َٛ اِ  ُْ ًَ ت١َْٕىَُ جَؼَ َٚ ا  َٙ ا ا١ٌَِْ ْٖٓٛ اجًا ٌِّرغَْىُُٕ َٚ ُْ اصَْ ْٔفغُِىُ ْٓ اَ ِِّ  ُْ ْْ خٍَكََ ٌىَُ َ ٖٓ ا  ٗ ْٓ ا٠ٰٰرِ ِِ اْ  َٚ حً اِۗ َّ سَدْ َّ ّّ

 َْ ْٚ ٍَ ٠ارفَىَاشُ ْٛ مَ ٠ٰدٍ ٌِّ ٌِهَ لَاٰ ْٟ رٰ   ١٢فِ

“Dan diantara tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan bagimu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram 

dengannya, dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih sayang. 

Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang berfikir”.  

(QS. Ar-Rum (30): 21
2
 

 

Pernikahan juga termasuk ibadah, makna ibadah disini 

mengandung arti bahwa didalam menjalankan rumah tangga suami istri 

terikat dengan ketentuan aturan yang allah tetapkan dalam perkawinan, 

sehingga perkawinan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak 

                                                 
1
 Abdul Aziz Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat 2 

( (Jakarta: Amzah Imprint Bumi Aksara, 2022). hal. 36 
2
Al-Qur‟an, Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2019). Q.S Ar-Rum: 21 



2 

 

 

ataupun kewajiban suami istri. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban 

suami istri ini diatur di dalam hukum islam sebagai upaya untuk 

mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sepeti 

kewajiban suami terhadap hak istri yang harus dipenuhi adalah memberi 

nafkah terhadap istri, baik nafkah lahiriyah seperti makan-minum, 

pakaian, tempat tinggal, kesehatan, perlindungan dan lainnya yang harus 

dipenuhi. Suami wajib memberikan nafkah selama ikatan suami istri masih 

berlangsung. Sebaliknya seorang istri juga mempunyai kewajiban terhadap 

hak suami yang harus di patuhi seperti taat pada suami, menetap 

dirumahya, memelihara harta suaminya, menjaga dan mendidik anak-

anaknya.
3
 

Sebagaimana firman Allah: 

 ٌُ ُ ػَض٠ِْضٌ دَى١ِْ اللّٰه َٚ آ دسََجَحٌ ۗ  ِٙ جَايِ ػ١ٍََْ ٌٍِشِّ َٚ فِِۖ  ْٚ ؼْشُ َّ ٌْ آ تِا ِٙ ْٞ ػ١ٍََْ ًُ اٌازِ صْ ِِ آ  ُٙ ٌَ َٚࣖ  

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf. Akan tetapi para suami 

mempunyai satu tingkatan kelebihan dari para istrinya dan Allah maha 

perkasa lagi maha bijaksana.(QS. Al-Baqarah (2): 228)
4 

Didalam KHI Pasal 83 ayat 1 menjelaskan tentang kewajiban istri 

yaitu: 

1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada 

suami didalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum Islam 

                                                 
3
Riadina Khoironi and M Muhsin, Nafkah Istri Nushūz Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibn 

Hazm, Civil Ovvicium: 2022, pp. 67–78, doi:10.53754/civilofficium.v1i2. hal.144. 
4
 Kemenag, Al-Qur‟an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia, (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2019). Q.S Al-Baqarah: 228 
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2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari 

hari dengan sebaik-baiknya”.
5
 

Dalam konteks hukum Islam, suami sebagai kepala keluarga 

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istri dan keluarga, salah 

satunya adalah memberikan nafkah. Nafkah tidak hanya mencangkup 

pemberian materi seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, tetapi juga 

kebutuhan batin seperti kasih sayang, perhatian dan perlakuan baik. 

Konsep nafkah dalam islam menekankan prinsip keadilan dan 

kesejaheraan yang menjadi fondasi untuk mencuptakan rumah tangga yang 

harmonis.
6
 

Kemudian kewajiban istri terhadap suami tidak berkaitan langsung 

dengan aspek materi, melainkan bersifat nonmateri. Kewajiban tersebut 

meliputi memberikan hubungan suami istri secara wajar, menciptakan 

ketenangan dalam rumah tangga, serta menumbuhkan cinta dan kasih 

sayang sesuai kemampuannya. Istri juga wajib taat kepada suami selama 

perintah dan larangannya tidak bertentangan dengan ajaran agama, 

sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 34. Kepatuhan ini 

berarti melaksanakan perintah suami dan menjauhi larangannya selama 

tidak mengandung dosa. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) 

ditegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu 

                                                 
5
Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Bandung : Humaniora 

Utama Press, tth.), hal. 40  
6
Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam", Inklusif  

(Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam), 3.1 (2018), 

doi:10.24235/inklusif.v3i1.2766. hal. 64-65 
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rumah tangga, dengan hak dan kedudukan yang seimbang dalam 

kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.
7
 

Di dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa ayat 34: 

جَايُ  ُْ ۗ  اٌَشِّ ِٙ ٌِ ا َٛ ِْ َ ْٓ ا ِِ ا  ْٛ فمَُ ْٔ آٖ اَ َّ تِ اٚ ٝ تؼَْطٍ  ٍٰ ُْ ػَ ُٙ ُ تؼَْعَ ًَ اللّٰه ا فَعا َّ َْ ػٍََٝ إٌغَِّاۤءِ تِ ْٛ ُِ ا اٛ لَ

آ  ُ٘ ْٛ آ فؼَِظُ ُ٘ صَ ْٛ َْ ٔشُُ ْٛ ْٟ ذخََافُ اٌهرِ َٚ ۗ ُ ا دَفِعَ اللّٰه َّ ٍْغ١َْةِ تِ ٍِذٰدُ لِٰٕرٰدٌ دٰفِظٰدٌ ٌِّ فَاٌصه

ْ٘جُ  ا آ َٚ ُ٘ ْٚ َْ فِ  شُ َ وَا اْ اللّٰه آ عَث١ِْلًَ اِۗ ِٙ ا ػ١ٍََْ ْٛ ُْ فلَََ ذثَْغُ ْْ اغََؼْٕىَُ آ ۚ فاَِ ُ٘ ْٛ اظْشِتُ َٚ عَاجِغِ  َّ ٌْ ٝ ا

١ًّا وَث١ِْشًا  ٍِ   ٤٣ػَ

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para 

perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) 

telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh 

adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika 

(suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-

perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, 

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) 

pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika 

mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.  

 

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, 

sehubungan dengan daya dan tenaga yang diberikan Allah kepada 

golongan laki-laki melebihi perempuan, disamping kelebihan 

kemampuannya untuk memberi nafkah dari hartanya. Maka perempuan 

baik-baik adalah yang ta‟at kepada Allah dan mematuhi suaminya, serta 

memelihara rahasia hubungan intim persuami-isterian sesuai dengan apa 

yang diperintahkan Allah.
8
 

jadi kelebihan yang dimaksud ayat diatas adalah laki-laki 

dilebihkan dalam hal tenaga dan kekuatan secara fisik, karena laki -laki 

                                                 
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Fikih Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan), 1st edn (Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 87-90. 
8
 Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, Tafsir Al 

Qurthubi, Jilid 5, hal. 392 
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dibebankan dengan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Berbeda 

dengan perempuan yang diberikan kelembutan dan fungsi pengasuhan, 

laki-laki justru disematkan tanggung jawab untuk memegang otoritas dan 

mencari nafkah sebagai pemimpin keluarga.  

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, khususnya di Pasal 34 Ayat 2, menetapkan bahwa istri 

memiliki kewajiban untuk mengelola urusan rumah tangga secara optimal. 

Aturan ini sangat kuat landasannya dari Al-Qur'an, tepatnya Surah An-

Nisa Ayat 34, serta dari Kompilasi Hukum Islam. 

Pencari nafkah utama dalam keluarga adalah suami selaku kepala 

keluaga yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak dan istrinya setelah 

ia menikah, unuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya tentu seorang 

suami harus mempunyai pekerjaan yang layak dan mendukung untuk 

dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Tanpa dipungkiri untuk zaman 

yang sudah semakin maju ini nilai kebutuhan semakin meningkat dan 

harga kebutuhan pokok semakin naik, sehingga didalam beberapa 

masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya 

sehari-hari.
9
  

Namun demikian, dalam praktik di masyarakat, penilaian terhadap 

terpenuhi atau tidaknya nafkah sering kali hanya didasarkan pada persepsi 

subjektif suami dan istri sebagai penerima nafkah. Sebagian istri 

menyatakan bahwa nafkah yang diberikan suami sudah cukup, meskipun 

                                                 
9
 Silvi Oktaviani and others, "Kenaikan Harga Barang Pokok Mempengaruhi Inflasi Dan 

Stabilitas Politik: Studi Ekonomi Politik Di Pasar Aur Duri Jambi", Journal of Economic 

Ecuation; 2025, hal. 82 
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jika ditinjau secara objektif, kondisi tersebut belum tentu memenuhi 

standar kebutuhan dasar yang layak. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman, kondisi sosial budaya, serta 

sikap menerima keadaan. Oleh karena itu, penilaian yang hanya bertumpu 

pada pernyataan informan menjadi kurang memadai untuk 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Lebih lanjut, kondisi ekonomi 

keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pemenuhan 

nafkah. Besarnya penghasilan suami, jumlah tanggungan dalam keluarga, 

serta jumlah dan usia anak merupakan variabel penting yang tidak dapat 

diabaikan. Keluarga dengan jumlah anak yang banyak dan masih berada 

dalam usia sekolah tentu memiliki kebutuhan yang lebih besar, terutama 

terkait biaya pendidikan, konsumsi, dan kebutuhan sehari-hari. Apabila 

kondisi tersebut tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai, maka 

berpotensi menimbulkan ketidakterpenuhan nafkah, yang pada akhirnya 

dapat mengarah pada bentuk penelantaran dalam rumah tangga. Dengan 

demikian, diperlukan suatu pendekatan yang lebih objektif dalam menilai 

terpenuhi atau tidaknya nafkah dalam keluarga. Penelitian ini tidak hanya 

mengandalkan pernyataan informan, tetapi juga menggunakan indikator 

yang mencakup kondisi ekonomi keluarga, seperti penghasilan suami, 

jumlah nafkah yang diberikan kepada istri, jumlah anak, serta jumlah 

tanggungan dalam keluarga. Melalui indikator tersebut, diharapkan 

penilaian terhadap pemenuhan nafkah dapat dilakukan secara lebih 

komprehensif dan akurat.  



7 

 

 

Oleh karena itu, pembaruan dalam penelitian ini terletak pada 

penggunaan indikator objektif yang mempertimbangkan aspek ekonomi 

dan beban tanggungan keluarga sebagai dasar analisis dalam menentukan 

terpenuhi atau tidaknya nafkah. Pendekatan ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi riil dalam rumah 

tangga serta memperkuat analisis terhadap fenomena penelantaran rumah 

tangga, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di 

Indonesia 

Sehingga dalam keadaan nafkah tidak terpenuhi dalam rumah 

tangga, mau tidak mau istri terkadang ingin ikut membantu suami dalam 

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena tanpa 

dipungkiri bahwa kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga itu juga 

tergantung dengan pemenuhan kebutuhan keluarga yang terpenuhi.
10

 

Mengenai alasan istri bekerja, terdapapat beberapa faktor dan 

dorongan yang dapat dilihat, salah satunya istri ingin bekerja untuk 

meringankan beban suami atau untuk menghilangkan kesempitan keluarga 

dalam hak nafkah. Dan dengan pertimbangan ini istri meniatkan 

membantu suami dan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan 

keluarga. Sebab jika rumah tangga mengalami kekurangan sudah tentu 

akan berdampak kepada kestabilan rumah tangga nantinya.  

Namun dalam prakteknya banyak pasangan yang mengalami 

masalah terkait dalam pemenuhan kewajiban nafkah seperti ketidak 

                                                 
10

 Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu‟asyarah Bil Ma‟ruf Sebagai Asas Perkawinan", Misykat Al-

Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 6.2 (2023), hal.187. 
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optimalnya suami dalam memberi nafkah dapat berupa keterbatasan 

ekonomi, rendahnya penghasilan, dan kemampuan yang dimiliki suami. 

Keadaan ini mendorong istri untuk berinisiatif membantu perekonomian 

keluarga dengan cara bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, 

sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kerja sama dalam rumah 

tangga. Sementara istri dilarang untuk bekerja dan suami tidak juga dapat 

memenuhi kebutuhan nafkah untuk keluarganya. Sehingga istri hanya 

berharap pada nafkah suami dalam mencukupi kebutuhan rumah 

tangganya. 

Permasalahan kemudian muncul ketika suami melarang istri untuk 

bekerja, meskipun kondisi ekonomi keluarga tidak mencukupi. Larangan 

tersebut sering kali didasarkan pada alasan kepemimpinan suami dalam 

rumah tangga atau kekhawatiran terhadap peran istri di ranah domestik. 

Dalam situasi ini, istri berada pada posisi dilematis antara keinginannya 

membantu pemenuhan kebutuhan keluarga dan kewajibannya untuk taat 

kepada suami. 

Larangan istri untuk bekerja tersebut berpotensi menimbulkan 

konflik dalam rumah tangga, terutama ketika larangan tersebut 

menyebabkan kesulitan, tekanan hidup,ketergantungan ekonomi dan 

memperburuk kondisi kehidupan keluarga. Dalam perspektif hukum 

positif, khususnya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pembatasan atau 

pelarangan bekerja yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dapat 
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dikategorikan sebagai bentuk penelantaran rumah tangga. Sementara itu, 

dalam hukum Islam, ketaatan istri kepada suami memiliki batasan, yaitu 

selama perintah suami tidak menimbulkan kemudaratan dan tidak 

bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan. 

Ketentuan mengenai kewajiban memberi nafkah kepada istri dalam 

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sejalan dengan konsep 

nafkah dalam Islam. Namun, persoalan muncul pada ayat (2) yang 

menyatakan bahwa penelantaran juga mencakup tindakan membatasi atau 

melarang seseorang untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di 

luar rumah, sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi dan 

menempatkan korban di bawah kendali pelaku.
11

 

Dalam prakteknya penelantaran tidak hanya mencakup pengabaian 

ekonomi atau fisik, tapi juga suami yang melarang istri untuk bekerja 

sehingga istri hanya bergantung pada suami sedangkan suami tidak 

mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan melarang istri 

bekerja dengan alasasan yang tidak jelas atau tanpa adanya alasan yang 

syar‟i, yang berpotensi menimbulkan kerugian dan psikis dan ekonomi 

finansial terhadap istri. 

Pada teks UU No.23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 2 tentang PKDRT 

menyatakan bahwa: Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang 

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau 

                                                 
11

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta:Sinar Grafika), hal. 6 
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melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga 

korban berada dibawah kendali orang tersebut.
12

 

Dalam masyarakat Desa Aliantan ditemukan kasus-kasus dimana 

suami melarang istrinya untuk bekerja dengan memberikan ancaman 

kepada istri jika ia bekerja , padahal istri memiliki keinginan untuk  

mandiri secara ekonomi dan membantu mencukupi kebutuhan keluarga. 

Namun atas sebab alasan larangan suami terhadap istri terpaksa untuk istri 

patuh sebagai sikap taat kepada suami dan menghindari konflik rumah 

tangga. Pelarangan ini istri merasakan kerugian secara psikis dan ekonomi. 

Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti karena berkaitan langsung 

dengan pemenuhan hak istri dalam rumah tangga serta perlindungan 

hukum terhadap perempuan, baik menurut hukum positif maupun hukum 

Islam.  

Perbedaan sudut pandang antara hukum positif dan hukum Islam 

dalam memandang pelarangan istri bekerja seringkali dipahami sebagai 

suatu pertentangan. Namun demikian, dalam praktiknya kedua sistem 

hukum tersebut memiliki tujuan yang sejalan, yaitu untuk mewujudkan 

keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah 

tangga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelarangan 

istri bekerja dipahami tidak hanya dari aspek normatif semata, tetapi juga 

dalam konteks penerapannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis pelarangan istri bekerja dalam perspektif Undang-Undang 

                                                 
12

Ibid  
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No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam, khususnya di Desa Aliantan, guna 

mengetahui batasan kewenangan suami dan hak istri dalam rumah tangga. 

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah tindakan 

suami yang melarang istri bekerja, terutama yang disertai tekanan atau 

ancaman, dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga 

menurut hukum positif, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

kondisi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

membandingkan kedua sistem hukum, tetapi juga berupaya menemukan 

titik temu di antara keduanya dalam mewujudkan keadilan dan 

kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.Berdasarkan uraian diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul 

“Pelarangan Istri Bekerja Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 dan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Aliantan 

Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)” 

B. Batasan Masalah 

 

Pembatasan masalah dibuat agar penelitian ini lebih terarah dan 

tidak melenceng dari topik yang dibahas, sehingga dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi pada tinjauan UU 

No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga pada pasal 9 ayat 2. Dan penelitian ini membatasi analisis hukum 

Islam dengan menggunakan pendekatan Maqāṣid al-syarī„ah dengan 

mengfokuskan pada aspek perlindungan jiwa (Ḥifẓ al-Nafs) dan harta (Ḥifẓ 

al-Māl). 
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C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, permasalahan utama 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktek pelarangan istri bekerja di Desa Aliantan 

Kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau? 

2. Apakah pelarangan istri bekerja di Desa Aliantan Kecamatan Kabun 

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dapat dikategorikan sebagai 

bentuk kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004? 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai pelarangan istri bekerja di 

Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi 

Riau? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana praktek suami melarang istrinya bekerja 

di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi 

Riau 

b. Untuk menganalisis apakah pelarangan istri bekerja yang terjadi di 

Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi 

Riau dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga jika dianalisis dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 

c. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai 
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pelarangan istri bekerja di Desa Aliantan Kecamatan Kabun 

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum 

(S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau serta penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga islam. 

b. Untuk menambah pemahaman penulis tentang UU No.23 Tahun 2004 

Tentang Pkdrt dan maqasid syari‟ah Khususnya dalam kasus 

pelarangan istri bekerja 

c. Sebagai sumber kajian dan referensi bagi penulis selanjutnya yang 

membahas permasalahan serupa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori KDRT 

 

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang 

yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan 

kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiyaan, 

penyiksaan, atau perlakuan salah. Di dalam rumah tangga KDRT 

dipicu oleh banyak faktor seperti ideologi atau pandangan dunia 

sebuah masyarakat yang kemudian berpengaruh pada cara pandang 

dan prilaku politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk tafsir agama 

(bukan agamanya itu sendiri).
13

 

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu persoalan hukum 

yang diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ( UU PKDRT). 

Kekerasan dalam rumah tangga pada UU PKDRT didefinisikan 

sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, 

yang berakibat timbulnya kesengsaraan   atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 

1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

                                                 
13

Yuliana Surya Galih and Anda Hermana, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga", Jurnal 

Ilmiah Galuh Justisi, 2023, hal. 98. 
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali 

disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya 

tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam 

rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak 

lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut 

adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 

2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, 

istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga 

tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 

dalam rumah tangga tersebut.
14

 

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-

undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 adalah: 

1. kekerasan fisik 

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa 

sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
15

 Perbuatan yang tergolong 

kekerasan fisik dalam rumah tangga mencakup pukulan dengan 

menggunakan anggota tubuh, pukulan dengan tangan kosong, 

ditinju, pukulan dengan menggunakan benda/alat, pelemparan 

benda, pembenturan kepala isteri ke dinding, sundutan rokok, 

penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian dan lain-lain), 

sabetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, 
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dicekik dan diseret.
16

 

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia 

Untuk Keadilan (LBH) APIK Jakarta mengklasifikasikan 

kekerasan fisik dalam 3 tingkatan, yaitu: 

1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti 

menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan 

pembunuhan dan semua perbuatan lain yang 

mengakibatkan: cedera berat, tidak mampu menjalankan 

tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban 

dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang 

menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca 

indera, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, 

terganggunya daya piker selama 4 minggu lebih, gugurnya 

atau matinya kandungan seorang perempuan dan kematian 

korban. 

2) Kekerasan fisik ringan, Kekerasan fisik ringan berupa, 

menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya, 

yang mengakibatkan: cedera ringan, rasa sakit dan luka 

fisik yang tidak masuk dalam kategori berat. Melakukan 

repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam 

jenis kekerasan berat.
17
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2. kekerasan psikis  

Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga 

disebutkan dalam pasal 7 yang berbunyi: “kekerasan psikis 

sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan 

atau penderitaan psikis berat pada seseorang".
18

 Dibagi 

kedalam dua tingkatan yaitu: 

a. kekerasan Psikis berat, Kekerasan psikis berat, berupa 

tindakan pengendalian, manipulasi, kesewenangan, 

perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, 

pemaksaan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang 

merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan 

atau ancaman fisik, seksual, ekonomis, yang masing-

masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat 

berupa salah satu atau beberapa hal: (a) gangguan tidur atau 

gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi 

seksual yang salah satu atau kesemuanya berat atau 

menahun, (b) gangguan stress pasca trauma, (c) gangguan 

fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa 

indikasi medis), (d) depresi berat atau destruksi diri, (e) 

gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan 
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realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya 

dan bunuh diri. 

b. Kekerasan Psikis ringan, Kekerasan psikis ringan, berupa 

tindakan pengendalian, manipulasi, eksploistasi, 

kesewenangan, perendahan dan hinaan, dalam bentuk 

pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan atau 

ucapan yang merandahkan atau menghina, penguntitan, 

ancaman kekerasan fisik, seksual, ekonomis, yang masing- 

masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan 

berupa salah satu atau beberapa hal, ketakutan dan perasaan 

terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur, 

makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh 

ringan misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa 

indikasi medis, dan fobia atau depresi temporer.
19

 

3. kekerasan seksual  

Kekerasan seksual dalam rumah tangga dimuat dalam pasal 8, 

meliputi: 

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

2) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 

salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang 
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lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.
20

 

Lebih lanjut LBH APIK Jakarta merinci karakteristik 

kekerasan seksual dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil 

penelitian dan kasus yang pernah ditangani LBH APIK 

Jakarta, kasus pemaksaan hubungan seksual berupa: 

(a) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera suami. Isteri 

dipaksa melakukan anal seks, oral seks, dan bentuk-

bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak 

dikehendaki isteri. 

(b) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur. 

(c) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu 

waktu yang sama sementara isteri tidak 

menyanggupinya.Pemaksaan hubungan seksual oleh 

suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat 

perangsang untuk memperpanjang nhubungan intim 

tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak 

menginginkannya. 

(d) Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk 

menambah gairah seksual. 

(e) Pemaksaan hubungan seksual saaat isteri sedang 

haid/menstruasi. 

(f) Pemaksaan hubungan seksual dengan 
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menggunakan kekerasan psikis seperti 

mengeluarkan ancaman serta caci maki. 

(g) Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti 

fisik isteri seperti memasukkan benda-benda ke dalam 

vagina isteri, menggunting rambut kemaluan isteri dan 

kekerasan fisik lainnya.
21

 

4. penelantaran rumah tangga. 

Penelantaran dalam rumah tangga atau dalam berbagai 

literatur dikenal dengan istilah kekerasan ekonomi terdapat 

pada pasal 9 yang menyebutkan; setiap orang dilarang 

menelantarkan orang dalm lingkup rumah tangganya, padahal 

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan 

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 

atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran 

sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang 

yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengancara 

membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di 

dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah 

kendali orang tersebut.
22

 

Kekerasan ekonomi dalam pasal 9 tersebut dirinci oleh 

LBH APIK Jakarta, antara lain tidak diberi nafkah, diberi 
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nafkah tetapi terbatas atau kurang, tidak boleh bekerja, harta 

bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, sampai isteri tidak 

dipercaya memegang uang. Bentuk kekerasan ekonomi terbagi 

dua tingkatan, yaitu: 

(1) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, 

manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi 

berupa: memaksa korban bekerja dengan cara 

eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban 

bekerja tetapi menelantarkannya dan mengambil tanpa 

sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas 

dan memanipulasi harta benda korban. 

(2) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-

upaya sengaja menjadikan korban tergantung atau tidak 

berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan 

dasarnya.
23

 

Dalam wujud sederhana, kekerasan berdimensi ekonomi 

menunjuk pada setiap perbuatan yang bisa mengakibatkan 

kerugian ekonomi, ketergantungan secara ekonomis dengan cara 

membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di 

luar rumah, dan atau terlantarnya anggota keluarga karena tidak 

diberi nafkah. 
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Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kekerasan dalam 

rumah tangga yang ada empat bentuk yaitu kekerasan fisik misalnya 

memukul, menendang, melukai, hingga membunuh, kekerasan seksual 

mulai dari pelecehan seksual misalnya menyentuh payudara, pantat, 

dan anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan (termasuk kekerasan 

seksual dan pemerkosaan incest), kekerasan psikologis misalnya 

perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yang dapat beruba 

penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk tersebut adalah 

pelanggaran yang dapat diproses secara hukum.
24

 

Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat 

terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, 

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiaan. Maka seiring dengan hal ini terdapat undang-undang 

yang mengatur tentang sanksi yang dapat diterima seseorang yang 

telah melakukan kekerasan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Pasal 44 angka (4) tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik 

Yang Dilakukan Suami Terhadap isteri Dalam Rumah Tangga berupa 

dua hukuman pokok yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. 

Yakni jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri 

dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau 

jabatan dan sebalikya dipidana paling lama empat bulan. Jika suami 

atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak 
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menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan 

sebalikya di denda dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 

(lima juta rupiah).
25

 

2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU 

No.23 Tahun 2004 meliputi:  

1) Suami, istri dan anak 

2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, 

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap 

dalam rumah tangga. 

3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga.
26

 

3. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT 

1) Budaya menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul 

dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah 

itulah kodrati, dan perempuan dianggap lemah sehingga dapat 

menjadi subjek dari kekerasan 

2) Tradisi membuat istri bergantung pada suami, terutama dalam 
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hal ekonomi. Akibatnya, istri berada di bawah kekuasaan suami 

dan bisa diperlakukan seenaknya sesuai keinginan atau suasana 

hati suami. 

3) Interpretasi agama merupakan yang tidak sesuai dengan 

universal agama, misalnya seperti nusyuz. Seperti suami boleh 

memukul isteri dengan alasan mendidik atau isteri tidak mau 

melayani kebutuhan seksual suami. Maka suami berhak 

memukul, tapi seharusnya dengan pukulan yang tidak 

memudhoratkan. 

4) menganggap bahwa kekerasan alasan sumber untuk 

menyelesaikan suatu masalah.
27

 

4. Sanksi bagi pelaku KDRT 

Sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tepatnya di 

Bab VIII yang membahas Ketentuan Pidana, pada Pasal 44 yaitu:
28

  

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik 

dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 5 ( lima) tahun atau denda paling banyak 

Rp.15000.000,00 ( lima belas juta rupiah) 

2) Dalam hal perbuatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan jorban mendapat jatuh sakit atau luks berat, 

dipidana penjara paling lama 10 ( sepuluh) tahun atau denda 

paling banyak Rp. 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah). 

3) Jika tindakan yang disebutkan di ayat (2) itu berakhir 

dengan kematian korban, maka pelakunya bisa dihukum 

penjara selama maksimal 15 tahun, atau dikenai denda 
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hingga Rp45.000.000,00. 

4) Jika tindakan yang disebutkan dalam ayat (1) dilakukan 

oleh suami kepada istri atau sebaliknya, dan tidak 

mengakibatkan sakit atau hambatan dalam menjalankan 

pekerjaan, mencari nafkah, atau aktivitas sehari-hari, maka 

pelakunya bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 bulan 

atau denda hingga Rp5.000.000,00. 

Pasal 45 

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis 

dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 

3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9000.000,00 ( 

sembilan juta rupiah). 

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimasud pada ayat 1 

(satu) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya 

yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 

Rp.3000.000,00 ( tiga juta rupiah). 

 

Pasal 46 

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a dipidana dengan 

pidana penjara lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling 

banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) 

 

Pasal 47 

(1) Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam 

rumah tangganya melakukan hubungan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda 

paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 

atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

 

Pasal 48 

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 

dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang 

tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, 

mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-
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kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 

(satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin 

dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya 

alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun 

atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima 

juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 

 

B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga 

Hak dalam (KBBI) adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang, 

sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan atau dijalankan 

oleh seseorang.
29

sehingga dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu 

yang dapat diterima dari orang lain dan kewajiban adalah sesuatu yang 

harus diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu dalam konteks rumah 

tangga hak dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan dan 

diterima dari masing-masing suami istri sebagai suatu bentuk tanggung 

jawab yang telah dibebankan karena adanya pernikahan.
30

  

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak 

bisa dipisahkan. Jika dikaitkan dengan suami istri, maka hak suami adalah 

sesuatu yang harus didapatkan oleh suami dari istri dan menjadi tanggung 

jawab istri. Begitu juga sebaliknya hak istri adalah sesuatu yang harus 

dimiliki istri yang menjadi kewajiban oleh suami kepada istrinya. Jadi hak 

dan kewajiban antara suami dan istri ini harus seimbang dan dipenuhi agar 
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mencapai kebahagiaan sakinah mawaddah warahmah di dalam keluarga.
31

 

Dalam Al-Qur‟an Allah berfirman:  

 ٌُ ُ ػَض٠ِْضٌ دَى١ِْ اللّٰه َٚ آ دسََجَحٌ ۗ  ِٙ جَايِ ػ١ٍََْ ٌٍِشِّ َٚ فِِۖ  ْٚ ؼْشُ َّ ٌْ آ تِا ِٙ ْٞ ػ١ٍََْ ًُ اٌازِ صْ ِِ آ  ُٙ ٌَ َٚࣖ  

Artinya : “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf. Akan tetapi para suami 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha bijaksana” (Al-Baqarah : 228 ) 

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang 

setara dengan hak-hak laki-laki, dan mereka wajib menunaikannya. 

Artinya, tuntutan atau kewajiban yang berlaku bagi perempuan juga sama-

sama dihadapi oleh laki-laki. Landasan yang ditetapkan dalam Islam 

mengenai hubungan serta pengaturan kehidupan antara suami dan istri 

lebih didasarkan pada naluri dan sifat alami manusia. Hal ini karena laki-

laki secara fitrah lebih memiliki kapasitas untuk bekerja keras, 

beraktivitas, dan berusaha mencari nafkah di luar rumah.  

Derajat atau tingkatan yang dibahas di sini merujuk pada peran 

suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, atau keunggulan suami 

dalam mendapatkan beberapa hak tertentu.  Hak-hak yang harus diperoleh 

suami tersebut meliputi: hak untuk dicintai, disayangi, dan dikasihi oleh 

istri; hak untuk menikmati istri yang berdandan dan siap untuk hubungan 
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seksual; serta hak untuk saling menemani dan mendukung, baik dalam 

kesibukan maupun kesulitan yang dialami oleh masing-masing pihak.
32

 

Seorang suami memiliki hak-hak yang otomatis menjadi kewajiban 

bagi istrinya. Dalam konteks ini, hal yang paling utama untuk ditekankan 

adalah kewajiban istri untuk menaati suami.  Dasar dari kewajiban 

ketaatan ini terkait erat dengan peran kepemimpinan keluarga yang 

diberikan kepada suami. Penetapan peran kepemimpinan ini sendiri 

bersumber dari Firman Allah dalam Al-Qur'an, yaitu Surat An-Nisa (4) 

ayat 34: 

 ْٓ ِِ ا  ْٛ فمَُ ْٔ َ آٖ ا َّ تِ اٚ ٝ تؼَْطٍ  ٍٰ ُْ ػَ ُٙ ُ تؼَْعَ ًَ اللّٰه ا فَعا َّ َْ ػٍََٝ إٌغَِّاۤءِ تِ ْٛ ُِ ا اٛ جَايُ لَ اٌَشِّ

آ  ُ٘ صَ ْٛ َْ ٔشُُ ْٛ ْٟ ذخََافُ اٌهرِ َٚ ۗ ُ ا دَفِعَ اللّٰه َّ ٍْغ١َْةِ تِ ٍِذٰدُ لٰٕرِٰدٌ دٰفِظٰدٌ ٌِّ ُْ ۗ فَاٌصه ِٙ ٌِ ا َٛ ِْ َ ا

جُ  ْ٘ ا َٚ آ  ُ٘ ْٛ آ فؼَِظُ ِٙ ا ػ١ٍََْ ْٛ ُْ فلَََ ذثَْغُ ْْ اغََؼْٕىَُ آ ۚ فاَِ ُ٘ ْٛ اظْشِتُ َٚ عَاجِغِ  َّ ٌْ آ فِٝ ا ُ٘ ْٚ شُ

١ًّا وَث١ِْشًا  ٍِ َْ ػَ َ وَا اْ اللّٰه   ٤٣عَث١ِْلًَ اِۗ

Menurut Hamka, pernyataan dalam ayat itu bukanlah sebuah 

perintah yang mewajibkan laki-laki untuk memimpin perempuan, yang 

jika tidak dilakukan akan berdosa. Sebaliknya, ayat tersebut bersifat 

informatif (pengkhabaran), yaitu hanya menyatakan suatu hal yang lumrah 

atau sewajarnya dalam realitas.  Hamka menafsirkan ayat tersebut sebagai 

penegasan bahwa Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding 

perempuan, di mana laki-laki diciptakan dengan fisik yang lebih kuat dan 

tegap, sementara perempuan memiliki fisik yang lemah.
33
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Dalam karyanya, "Uqud al-Lujjain fi Bayani Huqud az-Zaujain", 

Syaikh Muhammad Nawawi bin „Umar al-Jawi berpendapat bahwa peran 

laki-laki sebagai pemimpin perempuan (dalam konteks keluarga) 

bermakna suami wajib menguasai dan bertanggung jawab mengurus 

semua kebutuhan istrinya, termasuk dalam hal pendidikan akhlak dan budi 

pekerti.  Menurut beliau, dasar kepemimpinan ini merujuk pada kelebihan 

yang diberikan Allah SWT kepada kaum laki-laki di atas kaum perempuan 

(istri) dalam ikatan perkawinan, khususnya melalui kewajiban memberikan 

maskawin dan nafkah.
34

 

Kaum perempuan memiliki keunggulan dan kompetensi khusus 

dalam menata dan mengelola urusan domestik, termasuk membesarkan 

anak, serta menciptakan suasana yang mendukung kenyamanan dan 

ketenangan dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, tugas-tugas 

yang menjadi tanggung jawab laki-laki disesuaikan dengan kemampuan 

alami mereka, sementara tugas-tugas perempuan diselaraskan dengan 

kodrat dan keahlian mereka.
35

 

Dan berikut hak dan tanggung jawab bagi mereka dibagi menjadi 

tiga, yaitu hak suami kepada istri, hak istri kepada suami dan hak Bersama. 

Dan keseluruhan itu harus di jalankan tugasnya oleh masing-masing pihak 

( suami dan istri) dengan tujuan untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu 

Sakinah, mawaddah dan rahmah atau mencapai rumah tangga yang 

harmonis dan sejahtera. 
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a. Hak istri atas suami 

Hak istri atas suami ada dua macam, yaitu hak berbentuk materi, 

seperti mahar dan nafkah. Kedua adalah hak non materi seperti hak 

mendapatkan kasih sayang, hak untuk diperlakukan dengan adil ( 

apabila suami mempunyai istri lebih dari satu orang) dan hak untuk 

tidak di sengsarakan atau diabaikan.
36

 

1. Hak yang bersifat materi 

a) Mahar  

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang 

suami kepada calon istri.
37

 Dalam alquran kewajiban memberikan 

mahar ini disebutkan dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 4: 

آ ٔذٍَِْحً ۗ  ِٙ اٰذُٛا إٌغَِّاۤءَ صَذلُٰرِ َٚ 

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang 

kamu nikahi sebagai pemberian dengn penuh kerelaan.
38

 (QS. 

An-Nisa (4) : 4) 

 

b) Nafkah 

Nafkah adalah menyediakan kebutuhan istri seperti 

makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, oleh suami. Nafkah 

wajib diberikan kepada istri semata karena adanya akad yang sah, 

penyerahan diri istri kepada suami, mendidik anak-anaknya, 

mengatur rumah tangga dan memungkinkannya untuk bersenang-

senang. Ia tertahan haknya jika, “ setiap orang yang tertahan 
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untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang 

yang menahan karenanya”.
39

 

2. Hak yang bersifat non materi 

Dalam nafkah non materi ini sering kali disebut dengan nafkah 

batin. Berikut bentuk-bentuk nafkah batin suami terhadap istri 

adalah
40

: 

a) Mempergauli istri dengan baik 

Memuliakan dan menggauli istrinya dengan baik, serta 

menyediakan yang bisa dia sediakan untuk istrinya dengan 

tujuan untuk menyenangkan hati istri. 

b) Menjaga istri 

Selain menggauli atau memperlakukan istri dengan baik, 

maka suami wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, 

mencegah istrinya jangan sampai hina dan berkata jelek. 

c) Mencampuri istri 

Dalam hal nafkah non materi ini maka tentu yang 

sebenarnya adalah mencampuri istri, yaitu pemenuhan kebutuhan 

secara biologis, psikis, perhatian, perlindungan, cinta, kasih 

sayang dan lain sebagainya. bentuk konkretnya berupa 

persetubuhan. Sehingga sering kali disebut pada nafkah batin itu 

adalah hubungan sex. 
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b. Hak suami atas istri 

Diantara hak suami atas istri adalah
41

: 

1. Taat kepada suami, Rasulullah menganjurkan kepada wanita 

untuk taat kepada suaminya, karena hal tersebut terdapat 

maslahat didalamnya. Suami memiliki hak satu tingkat untuk 

dipaatuhi sebab dia laki-laki dan dalam rumah tangga disebut 

dengan qowwam atau pemimpin. Dalilnya firman Allah surat 

An-Nisa ayat 34:  

 ۗ ُ ا دَفِعَ اللّٰه َّ ٍْغ١َْةِ تِ ٍِذٰدُ لِٰٕرٰدٌ دٰفِظٰدٌ ٌِّ  فَاٌصه

Artinya: Perempuan-perempuan shalehah adalah 

mereka yang ta‟at kepada Allah dan menjaga diri ketika 

suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. 

2. Tidak durhaka terhadap suami  

Tidak durhaka terhadap suami dan selalu bersyukur atas 

kebaikan yang diberikannya.  

3. Memelihara kehormatan dan harta suami, dengan tidak 

memasaukkan orang kedalam rumahnya tanpa izin dari 

suaminya. 

4. Berhias untuk suami 

Berhias untuk suami adalah hak yang berhak didapatkan 

oleh suami. Sebab keindahan yang dilihat pada istri dapat 

menambah rasa cinta dan kesenangan suami karena merasa 

puas dan tercukupkan. Sebagaimana dalam Hadist nabi: 
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رٌ؟ قاَلَ: قِيلَ  لرَِسُولِ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَي ْ
الَّتِِ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُوُ إِذَا أمََرَ، وَلََ تُُاَلفُِوُ فِ نَ فْسِهَا وَلََ »

 «مَالِِاَ بِاَ يَكْرَهُ 
"Rasulullah SAW ditanya; 'Wanita (istri) mana yang 

paling baik?' Beliau menjawab: 'Yaitu yang menyenangkannya 

jika ia (suami) memandang, menaatinya jika ia memerintah, 

dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya dengan 

apa yang dibenci suami'." (HR. An-Nasa'i & Ahmad) 

5. Menjadi partner suami 

Allah telah mewajibkan suami bertempat tinggal bersama 

istri secara syar‟i ditempat yang layak sesuai dengan kondisi 

suami, dan istri wajib menyertainya di tempat tinggal tersebut. 

c. Hak bersama suami dan istri 

Hak bersama ini adalah pengaruh syara‟ dari akad 

pernikahan, adalah hak-hak yang wajib dilaksanakan. Tidak boleh 

dihindari kedua belah pihak, suami istri atau salah satunya. Di 

antaranya sebagai berikut
42

: 

1) Kehalalan bersenang-senang (bersetubuh) 

2) Keharaman mertua (keharaman ikatan perbesanan) 

Maksudnya, sang isteri haram bagi ayah dari sang suami, 

kakek-kakeknya, anak-anak laki-lakinya, serta anak-anak laki-

laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya, 
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sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang istri, nenek-

neneknya, seta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki 

dan anak-anak perempuannya. 

3) Saling mewarisi 

Setelah akad terjadi makamengakibatkan terjadi saling 

mewarisi antara suami dan istri. Jikan suami menggal maka 

istri dapat mewarisi harta suami, begitu pula sebaliknya. Baik 

setelah bercampur ataupun belum antara keduanya. 

4) Baik dalam berhubungan 

Wajib bagi keduanya untuk melakukan pasangan dengan 

baik, sebab tidak akan terjadi cinta dan kasih kecuali masing-

masing pasangan menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh 

pasangannya. 

C. Konsep Nafkah  

Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab (ٔفمح (anfaqa – 

yunfiqu- infaqan - nafaqatan yang berarti mengeluarkan). infaq berarti 

almashrûf wa al-infâq, yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya 

hidup. Sedangkan menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah 

adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa 

makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya, sesuai dengan 

kebiasaan ('urf).
43

 

Islam memberikan perhatian yang khusus dalam pembinaan rumah 
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tangga yang baik. Ini ditunjukkan dengan adanya aturan-aturan atas 

kewajiban seorang suami dalam menjadi pemimpin dalam sebuah rumah 

tangga, di antara kewajiban suami yang penting dalam keluarga adalah 

memberikan nafkah yang layak, nafkah dianggap terpenuhi jika kebutuhan 

keluarga terpenuhi, yaitu: makan, pakaian, tempat tingal, dan kesehatan. 

Dan dilihat dari kelayakan hidup (bukan sekedar ada). Nafkah terpenuhi 

bukan hanya dilihat dari ada atau tidaknya pemberian, tetapi juga dari 

kelayakan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara ma‟ruf. 

Sebab nafkah itu wajib berdasarkan kemampuan suami dan standar 

kepatutan (ma‟ruf).
44

  

Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang wajib diberikan seorang 

suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak 

dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik 

dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah 

tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran,  diantaranya terdapat 

dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6): 

 ٌٰٚ ُ آ ا ْْ وُ اِ َٚ  
آۗ ِٙ ا ػ١ٍََْ ْٛ ٌِرع١َُمُِّ آ  ُ٘ ْٚ لَا ذعَُاۤسُّ َٚ  ُْ جْذِوُ ُّٚ  ْٓ ِِّ  ُْ ُ ر ْٕ ْٓ د١َْسُ عَىَ ِِ آ  ُ٘ ْٛ دِ اعَْىُِٕ

آۚ  ُٙ ٍَ ّْ َٓ دَ آ دَرهٝ ٠َعَؼْ ِٙ ا ػ١ٍََْ ْٛ فِمُ ْٔ َ ًٍ فَا ّْ ا  دَ ْٚ شُ ِّ َ أذْ َٚ  
آۚ ُ٘ سَ ْٛ آ اجُُ ُ٘ ْٛ ُ ُْ فَاٰذ َٓ ٌىَُ ْْ اسَْظَؼْ فَاِ

 ٜۗ ٖٓ اخُْشٰ  ٗ ُْ فغََرشُْظِغُ ٌَ ُ ْْ ذؼَاَعَشْذ اِ َٚ فٍۚ  ْٚ ؼْشُ َّ ُْ تِ   ٦ت١َْٕىَُ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana 

kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka 

(para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 

mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada 

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 
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baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal 

penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya."
45

  

 

Al-Baqarah ayat ( 233)  

 ْٛ ٌُ ْٛ َّ ٌْ ػٍََٝ ا َٚ ظَاػَحَ ۗ  اُ اٌشا ْْ ٠ُّرِ ْٓ اسََادَ اَ َّ ٌِ  ِٓ ١ٍَْ ِِ ِٓ وَا ١ٌَْ ْٛ آ دَ ُ٘ لَادَ ْٚ َٓ اَ ٌِذٰخُ ٠شُْظِؼْ ٰٛ ٌْ ا دِ َٚ

 َ٘ ٌذَِ َٛ ٌِذجٌَ ۢتِ ا َٚ ا ۚ لَا ذعَُاۤسا  َٙ عْؼَ ُٚ فِۗ لَا ذىٍَُافُ َٔفْظٌ اِلاا  ْٚ ؼْشُ َّ ٌْ آ تِا ُٙ ُ ذ َٛ وِغْ َٚ آ  ُٙ ٗ  سِصْلُ لَا ا ٌَ َٚ
سٍ  ُٚ ذشََا َٚ ا  َّ ُٙ ْٕ ِِّ ْٓ ذشََاضٍ  ْْ اسََاداَ فِصَالًا ػَ ٌِهَ ۚ فَاِ ًُ رٰ صْ ِِ اسِزِ  َٛ ٌْ ػٍََٝ ا َٚ   ٖ ٌذَِ َٛ ٗ  تِ دٌ ٌا ْٛ ٌُ ْٛ َِ

 ُْ ُ ر ّْ ُْ ارِاَ عٍَا ُْ فلَََ جَُٕاحَ ػ١ٍََْىُ لَادوَُ ْٚ ا اَ ْٖٓٛ ْْ ذغَْرشَْظِؼُ َ ُْ ا ْْ اسََدْذُّ اِ َٚ ا ۗ َّ ِٙ ُْ اِ فلَََ جَُٕاحَ ػ١ٍََْ آٖ اٰذ١َْرُ

َْ تص١َِْشٌ  ْٛ ٍُ َّ ا ذؼَْ َّ َ تِ اْ اللّٰه ا اَ ْٖٓٛ ُّ اػٍَْ َٚ  َ اذامُٛا اللّٰه َٚ فِۗ  ْٚ ؼْشُ َّ ٌْ   ١٤٤تِا

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban 

ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 

Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. 

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula 

ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan 

persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas 

keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), 

tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara 

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."46 QS. Al- 

Baqarah (2): 233 

 

Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilkasanakan berupa 

pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap 

istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya 

nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah 

dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya 

beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu 

kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus 
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terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah. Jadi 

kewajiban nafkah adalah kewajiban seorang suami.
47

 

Namun tak dapat dipungkiri bahwasannya terkait dengan nafkah, 

istri juga ikut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah 

tangga. Baik dengan alasan membantu suami dalam segi ekonomi, maupun 

karena keinginannya sendiri untuk mandiri secara finansial. Hal ini terkait 

dengan perempuan, yang mana perempuan juga berhak mendapatkan 

kehidupan yang layak, hak mendapat nafkah, hak menyatakan pendapat, 

hak untuk bekerja, serta hak keamanan dan perlindungan dari kekerasan.48 

Dalam Al-Qur‟an juga disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan 

adalah mitra sejajar dalam ketaqwaan dan kemanusiaan, sebagaimana 

dalam firman Allah: 

اْ  ا ۚ اِ ْٛ ٌِرؼََاسَفُ  ًَ لَثاَۤىِٕ اٚ تاً  ْٛ ُْ شُؼُ ىُ ٰٕ ٍْ جَؼَ َٚ ْٔصٰٝ  ُ ا اٚ ْٓ روََشٍ  ِِّ  ُْ ىُ ٰٕ ا إٌااطُ أِاا خٍََمْ َٙ ُْ ٠ٰٖٓا٠َُّ ىُ َِ  اوَْشَ

 ْ١ٍِ َ ػَ اْ اللّٰه ُْ اِۗ ِ اذَمْٰىىُ ْٕذَ اللّٰه   ٢٤ٌُ خَث١ِْشٌ ػِ

Artinya: wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami jadikan 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang 

paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. 

(QS. Al-Hujurat: 13). 

 

Dalam Islam, prinsip keadilan (al-„adl) merupakan nilai utama yang 

wajib ditegakkan, termasuk dalam hubungan suami istri. Suami memiliki 

kewajiban untuk menafkahi, melindungi, memperlakukan istri dengan baik 

(mu‟asyarah bilma‟ruf), sementara istri memiliki hak untuk dilindugi, 

dihormati, dan juga dihargai aspirasinya. Jadi jika suami melarang sitrinya 
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untuk bekerja tanpa alasan yang syar‟i atau tidak mempertimbangkan 

kondisi istri, maka itu dapat menimbulkan ketimpangan yang tidak adil. 

Larangan ini bisa menjadi bentuk pengekangan terhadap istri, terutama 

jika suami juga tidak memenuhi kewajibannya memenuhi nafkah atau 

tidak memberi ruang istri untuk mengembangkan diri dan bisa menjadi 

awal dari penelantaran emosional, ekonomi, bahkan psikologis. 

Islam tidak secara mutlak melarang perempuan bekerja, selama tidak 

melanggar nilai-nilai syari‟at dan tidak mengabaikan kewajiban dalam 

rumah tangga. Sebab antara suami dan istri itu adalah partner/ mitra. 

Maka dengan membatasi hak istri untuk bekerja sama saja dengan 

mengingkari prinsip keadilan dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) 

dalam pernikahan.49 

sebagaimana juga didalam firman Allah Al-Qur‟an surat Al-Baqarah 

ayat 187: 

آ  ُٙ ثَاطٌ ٌا ٌِ  ُْ ُ ْٔر َ ا َٚ  ُْ ٌِثاَطٌ ٌاىُ آ  ُ٘  ّۗ 

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian 

bagi mereka. 

Akan tetapi allah juga menyebutkan dalam Alqur‟an bahwasannya 

laki-laki mempunyai hak regulatif terhadap istri atau perempuan, sebab 

laki-laki adalah pemimpin. Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 34: 

ُ تؼَْ  ًَ اللّٰه ا فَعا َّ َْ ػٍََٝ إٌغَِّاۤءِ تِ ْٛ ُِ ا اٛ جَايُ لَ ُْ اٌَشِّ ِٙ ٌِ ا َٛ ِْ َ ْٓ ا ِِ ا  ْٛ ْٔفمَُ آٖ اَ َّ تِ اٚ ٝ تؼَْطٍ  ٍٰ ُْ ػَ ُٙ  عَ

Artinya: laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas 

perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka 

                                                 
49
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(laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. 

Ayat ini sering menjadi alasan suami untuk berkuasa, makna 

qawwam disini sering dijadikan superior untuk laki-laki kepada istri dan 

keluarganya. Kesetaran gender berupaya untuk memeknai kembali bahwa 

makna qawwam disini adalah memanusiakan perempuan. Penggunaan kata 

kepala atau pemimpin yang multi tafsir ini yang akan menjadikan laki-laki 

sebagai manusia yang berkuasa dan otoriter dan membuat suami berlaku 

seenaknya. Sehingga dalam implikasinya yang nampak dimasyarakat 

adalah banyaknya terjadi deskriminasi, eksploitasi dan segala bentuk 

kekerasan yang terjadi pada perempuan di dalam rumah tangga. dan 

nafkah yang ma50  

D. Perempuan Bekerja 

Dalam penelitian ini, istilah “bekerja” dan “berkarier” memiliki 

perbedaan makna. Bekerja merupakan segala bentuk aktivitas yang 

bertujuan untuk memperoleh penghasilan atau memenuhi kebutuhan 

ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal. Sementara itu, 

berkarier merupakan bagian dari bekerja yang memiliki orientasi jangka 

panjang, pengembangan diri, serta jenjang profesional. wanita karir itu 

secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Didalam 

kamus besar bahasa Indonesia wanita adalah perempuan dewasa, dan karir 

adalah  wanita yg berkecimpung dl kegiatan profesi (usaha, perkantoran, 
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dan sebagainya). Jadi wanita karir adalah wanita atau perempuan yang 

bergulat dengan pekerjaan atau profesi seperti usaha dan perusahaan.
51

 

Menurut Omas Ihromi, konsep perempuan yang bekerja atau 

memiliki karier merujuk pada mereka yang menghasilkan karya yang 

dapat memberikan imbalan finansial.
52

 jadi disini klasifikasi perempuan 

bekerja ada dua macam yaitu perempuan yang bekerja untuk menyalurkan 

bakat, hobi dan berkarya. Yang kedua perempuan bekerja adalah 

perempuan yang bekerja untuk menyokong finansial atau perekonomian 

dalam rumah tangga, atau perempuan yang mampu mengambil peran 

ganda dalam keluarga, yaitu peran sebagai ibu rumah tangga dan peran 

lainnya di dalam urusan pekerjaannya. 

Perempuan karier tidak hanya fokus pada pekerjaan di dalam rumah 

atau peran tradisional sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga memilih untuk 

mengambil peran aktif dalam kehidupan profesional dan ekonomi. Mereka 

mungkin mengejar pendidikan tinggi, membangun keterampilan khusus, 

mengambil tanggung jawab manajerial, dan berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan di tempat kerja.
53

  . 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada 

konsep “bekerja” sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk 

memperoleh penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. 

Pemilihan konsep ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan kondisi 
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empiris informan serta relevansinya dengan kajian dalam hukum positif 

dan hukum Islam. 

E. Hukum Istri Bekerja Dalam Islam 

Pembedaan satu derajat antara laki-laki dan perempuan tidak 

dimaksudkan untuk menetapkan superioritas kekuasaan laki-laki atas 

perempuan. Sebaliknya, hal tersebut semata-mata mengukuhkan posisi 

suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam rumah 

tangga, suatu peran yang timbul sebagai konsekuensi dari ikatan 

pernikahan (akad nikah).
54

  

Kewajiban kepemimpinan ini mengharuskan suami untuk menafkahi 

istri, anak-anak, dan keluarga, sekaligus bertanggung jawab penuh atas 

penyediaan segala kebutuhan material dan non-material yang esensial bagi 

kelangsungan hidup keluarga seperti yang terantum dalam Al-Qur‟an 

Surah An-Nisa ayat 34. 

Dalam ajaran Islam, martabat perempuan diangkat dan dimuliakan 

bukan hanya karena perannya sebagai ibu, melainkan karena ia adalah 

makhluk yang utuh dan sempurna dengan harkat dan martabat yang setara 

dengan laki-laki. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan 

perempuan (khususnya suami-istri) dalam Al-Qur'an dilukiskan sebagai 

suatu kesatuan yang padu, seperti anggota tubuh yang saling menopang 

dan memberikan pengaruh timbal balik. 

Dalam konteks masyarakat modern, pandangan yang secara rigid 
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membatasi peran suami semata sebagai kepala keluarga dan istri hanya 

sebagai ibu rumah tangga berdasarkan perbedaan jenis kelamin sudah 

tidak lagi relevan. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan dan jaminan 

terhadap prinsip kesetaraan yang proporsional antara laki-laki dan 

perempuan, baik dalam pemenuhan hak dan kewajiban di ranah domestik 

maupun publik, dalam interaksi sosial, serta dalam perlakuan yang setara 

di hadapan hukum. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai 

keadilan menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara di 

hadapan Allah SWT. Mahmud Shaltut menegaskan bahwa Islam 

memandang perempuan sebagai mitra sejajar bagi laki-laki, sehingga hak 

dan kewajiban antara keduanya ditetapkan secara seimbang. Dalam 

perspektif ini, Islam menjamin hak perempuan untuk memperoleh 

pendidikan, melaksanakan ibadah secara bebas, serta berpartisipasi dan 

menyampaikan pandangan di ruang publik.
55

 

Berdasarkan dari surah An-Nisa ayat 34, Penunjukan pria sebagai 

pemimpin rumah tangga (qawwam) dalam ayat tersebut didasarkan pada 

dua landasan utama: pertama, karena adanya kelebihan spesifik yang 

diberikan Allah kepada sebagian pihak atas pihak lainnya; dan kedua, 

karena adanya kewajiban mutlak bagi para suami untuk mengeluarkan 

sebagian harta mereka demi memenuhi kebutuhan nafkah istri dan 

keluarga. Selain dasar syar'i ini, secara psikologis sering dikemukakan 

pandangan bahwa perempuan cenderung mengambil keputusan 
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berdasarkan panduan perasaan (emosional), sementara laki-laki lebih 

didominasi oleh pertimbangan akal (rasional). Meskipun demikian, 

pandangan ini tidak menafikan fakta bahwa banyak perempuan yang 

memiliki tingkat kecerdasan setara, atau bahkan melampaui kaum pria.
56

 

Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya didalam surat 

Al-Ahzab ayat 33:  

لشَْ  وٰٛجَ َٚ َٓ اٌضا اٰذ١ِْ َٚ ٛجَ 
ٍٰ َٓ اٌصا ّْ الَِ َٚ  ٝ

ٌٰ ْٚ ١ٍِاحِ الْاُ ِ٘ ٌْجَا ضَ ا َٓ ذثَشَُّ جْ لَا ذثَشَا َٚ آ  ذىُِ ْٛ ْٟ ت١ُُ َْ فِ

ُْ ذطَْ  شَوُ ِّٙ ٠طَُ َٚ ث١َْدِ  ٌْ ًَ ا ْ٘ َ جْظَ ا ُُ اٌشِّ ْٕىُ ةَ ػَ ِ٘ ١زُْ ٌِ  ُ ا ٠ش٠ُِْذُ اللّٰه َّ ٗ  اِۗٔا ٌَ ْٛ سَعُ َٚ  َ َٓ اللّٰه اغَِؼْ ١ْشًاۚ َٚ ِٙ

٤٤  

Artinya: Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah 

berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. 

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. 

Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai 

ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. 

 
Pandangan dari ayat diatas adalah larangan bagi perempuan 

khususnya istri nabi dan menjelaskan bahwa perintah "Hendaklah kamu 

tetap di rumahmu" (waqarna fī buyūtikunna) ini merupakan anjuran utama 

bagi wanita agar berdiam di rumah. Namun, larangan ini tidak bersifat 

mutlak melainkan diperbolehkan keluar rumah jika ada "hajat syar'i" 

(keperluan yang dibenarkan syariat), seperti untuk salat di masjid, selama 

tetap menjaga adab dan tidak berhias (tabarruj) seperti orang Jahiliyah.57 

Seperti yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab dalam kutipan 

dari al-Hijab, secara tegas menempatkan perempuan di rumah mereka 

dibebaskan dari kewajiban mencari nafkah di luar agar dapat menjalankan 
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peran domestik mereka dengan ketenangan dan martabat. Ia mengakui 

kebolehan keluar jika ada kebutuhan yang mendesak, asalkan syarat 

kesucian dan rasa malu tetap dipatuhi dapat dipahami dalam pendapat ini 

wanita boleh keluar rumah dalam usrusan yang syar‟i dan tetap tahu dalam 

menjaga batasan.58 

Demikian pula, Wahbah Az-Zuhaili, seorang tokoh kontemporer, 

berpendapat bahwa seorang wanita seharusnya berdiam di kediamannya 

dan hanya bepergian jika terdapat keperluan yang sah menurut syariat. 

Kedua pandangan ini mencerminkan kecenderungan pemikiran di 

kalangan ulama muslim kontemporer yang menekankan fungsi utama 

wanita dalam lingkungan rumah tangga.59 

Secara keseluruhan, kedua pandangan tokoh Muslim kontemporer 

ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat di kalangan ulama yang 

menjunjung tinggi fungsi domestik wanita sebagai tugas primer. Meskipun 

demikian, kedua ulama tersebut tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi 

wanita untuk beraktivitas di luar rumah, asalkan didasari oleh kebutuhan 

yang valid secara syariat dan dilakukan dengan menjaga adab dan batasan 

yang ditetapkan agama. 

Islam telah memberikan wanita jaminan sempurna atas hak-hak dasar 

(asasi) dan hak-hak kepemilikan materi (kebendaan), dan pada saat yang 

sama, menetapkan batasan-batasan bagi mereka dalam keterlibatan politik 
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dan ranah profesional (berkarya).60 

Dan pendapat lainnya seperti yang dituliskan oleh Abdul Fatakh, 

ulama lainnya yang melarang wanita bekerja di luar rumah adalah Abdul 

„Azīz bin Baz. Menurutnya, membiarkan perempuan bekerja di luar rumah 

dapat menyebabkan mereka berbaur dengan pria yang bukan mahram. 

Kecuali dalam kondisi darurat untuk memenuhi kebutuhan pokok, 

diperbolehkan bagi mereka untuk keluar rumah untuk bekerja.61 

Kelompok ini menggunakan alasan yang berlandasan Al-Qur‟an 

dan hadist Nabi, ayat Al-Quran yang dipakai diantaranya adalah Surat Al-

Maidah ayat 2:  

 َٞ ذْ َٙ ٌْ لَا ا َٚ  ََ ٌْذَشَا شَ ا ْٙ لَا اٌشا َٚ  ِ ا شَؼاَۤىِٕشَ اللّٰه ْٛ ا لَا ذذٍُُِّ ْٛ ُٕ َِ َٓ اٰ ا اٌاز٠ِْ َٙ َٓ  ٠ٰٖٓا٠َُّ ١ْ ِِّ
ۤ
لَآٖ اٰ َٚ ىِٕذَ  ٌْملَََۤ لَا ا َٚ

ٕاىُ  َِ لَا ٠جَْشِ َٚ ا ۗ ْٚ ُْ فَاصْطَادُ رُ ٍْ ارِاَ دٍََ َٚ أاً ۗ َٛ سِظْ َٚ  ُْ ِٙ تِّ ْٓ سا ِِّ َْ فَعْلًَ  ْٛ ََ ٠َثْرغَُ ٌْذَشَا ث١َْدَ ا ٌْ ُْ ا

ذؼََا َٚ اۘ  ْٚ ْْ ذؼَْرذَُ َِ اَ ٌْذَشَا غْجِذِ ا َّ ٌْ ِٓ ا ُْ ػَ وُ ْٚ ْْ صَذُّ ٍَ اَ ْٛ ُْ لَ لَا شََٕاٰ َٚ  ِٜۖ ٰٛ اٌرامْ َٚ ثشِِّ  ٌْ ا ػٍََٝ ا ْٛ ُٔ َٚ

ٌْؼِمَابِ  َ شَذ٠ِْذُ ا اْ اللّٰه َ اِۗ اذامُٛا اللّٰه َٚ ِۖ ِْ ا َٚ ٌْؼذُْ ا َٚ  ُِ شْ ا ػٍََٝ الْاِ ْٛ ُٔ َٚ   ١ذؼََا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) 

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) 

dan qalā‟id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula 

mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari 

karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul 

(menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali 

kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas 

(kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat 

berat siksaan-Nya. 

 

Kata saling tolong menolong diatas termasuk pada saling tolong 

menolong antara suami dan istri, suami membantu istri dan istri juga 
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membantu suami, ayat ini bermaksud menyebutkan dalam perintah tolong 

menolong dalam kebaikan. 

 Dalil lainnya yang berkaitan adalah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33 : 

لَا ذثََ  َٚ آ  ذىُِ ْٛ ْٟ ت١ُُ َْ فِ لشَْ وٰٛجَ َٚ َٓ اٌضا اٰذ١ِْ َٚ ٛجَ 
ٍٰ َٓ اٌصا ّْ الَِ َٚ  ٝ

ٌٰ ْٚ ١احِ الْاُ ٍِ ِ٘ ٌْجَا ضَ ا َٓ ذثَشَُّ جْ شا

ُْ ذطَْ  شَوُ ِّٙ ٠طَُ َٚ ث١َْدِ  ٌْ ًَ ا ْ٘ جْظَ اَ ُُ اٌشِّ ىُ ْٕ ةَ ػَ ِ٘ ١زُْ ٌِ  ُ ا ٠ش٠ُِْذُ اللّٰه َّ ٗ  اِۗٔا ٌَ ْٛ سَعُ َٚ  َ َٓ اللّٰه اغَِؼْ ١ْشًاۚ َٚ ِٙ

٤٤  

Artinya: Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah 

berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. 

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. 

Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai 

ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. 

Lafazh yang menjadi fokus rujukan disini adalah kata waqarna fī 

buyūtikunna makna dari lafazh ayat diatas menunjukkan pelarangan bagi 

wanita untuk keluar rumah. Dalil lain yang menyatakan bahwa wanita 

wajib melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak boleh bekerja di luar 

rumah adalah riwayat hadis yang dirujuk, yaitu hadis Bukhari dari Ibn Abī 

Lailā: 

 Dari Ibn Abī Lailā, telah menceritakan kepada kami Alī bahwa 

Faṭīmah as datang menemui Nabi Saw mengadukan tangannya yang 

mengeras karena menggiling. Faṭīmah pernah mendengar kabar bahwa 

nabi pernah mendapatkan budak, hanya saja ia malah tidak ke sana. 

Faṭīmah pun menuturkan hal itu pada Aisyah. Ketika Rasulullah Saw 

datang, maka Aisyah pun menuturkannya. Kemudian beliau mendatangi 

kami yang pada saat itu kami sudah bersiap-siap untuk tidur, maka kami 

pun segera beranjak. Beliau bersabda: "Tetaplah pada tempat kalian." 

Beliau datang lalu duduk tepat antara aku dan Faṭīmah hingga aku 

merasakan kesejukan kedua kakinya. Dan beliau bersabda: "Maukah aku 

tunjukkan pada sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang kalian minta? 

Bila kalian hendak beranjak ke tempat tidur, maka bertasbihlah tiga puluh 

tiga kali dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali serta bertakbir tiga puluh 

empat kali. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian daripada seorang 

pembantu”. (HR. Bukhari). 

 

Hadis itu juga dipakai oleh al-Sabuni untuk menguatkan 
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pandangannya kalau wanita harusnya tinggal di rumah dan mengurus 

semua kerjaan serta tanggung jawab rumah tangga. Berdasarkan bukti dari 

hadis tadi juga, al-Sabuni menganggap wanita harus wajib mengerjakan 

tugas rumah tangga dan tidak boleh keluar rumah kecuali jika ada urusan 

penting.62 

Wanita yang kerja di luar rumah dikhawaturkan dapat membuka 

peluang untuk melakukan pelanggaran aturan, termasuk aturan yang 

nyangkut keluarga, agama atau aturan pribadi wanita, seperti beberapa 

contoh sering terjadi wanita yang keluar rumah membuka auratnya, entah 

sengaja atau dengan tidak sengaja. Oleh karena itu dalil lainnya yang 

digunakan pada hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi: Dari Abdullah 

bin Ma‟sud, dari Nabi Saw bersabda: Wanita itu aurat, jika ia keluar dari 

rumahnya maka setan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada 

Allâh (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya. (HR. Tirmiżī).63 

Membicarakan terkait hadist tersebut, al-sabuni berpendapat bahwa 

wanita yang keluar akan mudah digoda setan, dan akhirnya kena 

jebakannya, karena badan wanita itu dianggap aurat. Aurat di sini menurut 

al-Ṣābūnī seluruh badan wanita kecuali muka dan  telapak tangan.64 

Jadi Dalam konteks penetapan hukum bagi wanita yang bekerja di 

luar rumah, pertimbangan utamanya adalah merujuk pada dalil nas yang 

menunjukkan ada atau tidaknya larangan terhadap aktivitas tersebut, atau 
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yang memberi peluang wanita untuk bekerja. 

Hukum bekerja di luar rumah dipandang haram jika pekerjaan 

tersebut berpotensi menimbulkan bahaya (mafsadat), namun sebaliknya 

jika wanita tersebut mampu memenuhi seluruh syarat dan ketentuan tata 

krama dalam Islam, serta pekerjaan itu membawa kemaslahatan yang 

besar, maka hukum wanita bekerja di luar rumah justru dibolehkan. 

Dalam konteks Islam, poin utama dalam penetapan suatu hukum 

terletak pada pertimbangan untuk mendahulukan dalil nas syariat daripada 

menggunakan pertimbangan akal semata, karena fungsi akal hanyalah 

sebagai alat untuk mengkaji dan memahami ketentuan-ketentuan nas 

syariat, seperti menganalisis latar belakang penetapan suatu hukum dan 

tujuan dari hukum tersebut. 

Hal ini juga berlaku dalam penetapan hukum bagi wanita yang bekerja 

di luar rumah; jika penentuannya hanya didasarkan pada isu emansipasi 

wanita tanpa memperhatikan ketentuan hukum Islam, maka hasil 

penetapan tersebut akan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena 

itu, aspek kemaslahatan (manfaat) dari hukum wanita bekerja di luar 

rumah bersifat kondisional, yang berarti harus disesuaikan dengan situasi, 

kondisi, dan motivasi spesifik dari wanita yang bersangkutan. 

F. UU No. 23 Tahun 2004  

Undang-undang No. 23 tahun 2004 adalah undang-undang tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU 



49 

 

 

 

PKDRT) terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal. Kekerasan dalam rumah tangga 

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

UU ini mengatur bahwa lingkup “rumah tangga” tidak hanya 

mencakup suami-istri dan anak, tetapi juga orang-orang yang tinggal 

bersama dalam rumah tangga berdasarkan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan dan/atau perwalian, serta pembantu rumah tangga yang tinggal 

dalam rumah tangga tersebut.
65

 

Sejarah pembentukan UU 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) dilatar 

belakangi oleh ketidakmampuan KUHP dalam melindungi korban 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara komprehensif, yang 

meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Ketidakjelasan hukum dan 

pemahaman sempit aparat penegak hukum yang menganggap KDRT 

sebagai masalah pribadi menjadi pendorong utama pembentukan undang-

undang ini, yang bertujuan untuk mencegah kekerasan, melindungi 

korban, dan menindak pelaku. UU ini merupakan terobosan hukum dalam 

sistem Indonesia karena persoalan kekerasan dalam keluarga yang selama 

ini banyak dianggap sebagai urusan internal atau pribadi rumah tangga 
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kemudian dibawa ke ranah publik dan hukum positif.
66

 

Tingginya kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau 

KDRT dan kekerasan terhadap perempuan sebelumnya tidak tertangani 

dengan spesifik baik itu dalam dalam hukum pidana ataupun hukum 

perlindungan lainnya. Contohnya pada sebelum adanya UU ini, aspek 

kekerasan dalam rumah tangga sering diselesaikan lewat pasal 

penganiayaan umum sehingga sulit dibuktikan dan kurang mendapat 

perhatian. Serta dari persepsi masyarakat yang menganggap persoalan 

kekerasan dalam rumah tangga itu adalah persoalan yang tabu jika orang 

lain mengetahuinya, sehingga kejadian kekerasan terus menerus terjadi 

tanpa memberikan sanksi terhadap pelaku dan korban tidak mendapatkan 

perlindungan. 

a.  Sejarah lahirnya UU No. 23 tahun 2004 

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (RUU Anti-KDRT) telah dimulai 

sejak akhir tahun 1990-an, tepatnya sekitar tahun 1998. Inisiatif ini 

muncul dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti LBH 

APIK serta jaringan advokasi perempuan yang tergabung dalam 

Jaringan Kerja Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

(JANGKA PKTP).  Kemudian, pada 30 Juni 2004, Presiden Megawati 

Soekarnoputri secara resmi menugaskan Menteri Pemberdayaan 
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Perempuan untuk membahas rancangan undang-undang tersebut 

bersama DPR.  Akhirnya, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga. Pengesahan ini menjadi tonggak penting karena 

menandai peran aktif negara dalam mencegah, menangani, dan 

menghapus segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan 

rumah tangga.
67

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disahkan pada 22 

September 2004. Artinya undang-undang ini sudah ada selama kurang 

lebih 21 tahun. Artinya UU No. 23 Tahun 2004 telah menjadi dasar 

hukum utama dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penindakan 

kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, serta menjadi 

pijakan bagi berbagai peraturan turunan dan kebijakan perlindungan 

perempuan dan anak. 

Diakui bahwa perempuan sering menjadi korban karena posisinya 

yang inferior dibanding laki-laki. Jumlah kasus kekerasan terhadap 

perempuan yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan dalam 

rumah tangga belum menunjukkkan realitas yang sebenarnya, karena 

banyak korban KDRT yang enggan mengadukan masalahnya ke pihak 

berwenang dan masih menganggap masalah kekerasan dalam rumah 
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tangga adalah masalah privasi.
68

 

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia 

mendorong pemerintah untuk menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 

181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1998. Dalam Pasal 1 

Keputusan Presiden tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka upaya 

pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan serta 

penghapusan seluruh bentuk tindak kekerasan yang dialami perempuan, 

dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dengan nama Komisi 

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Adapun tujuan 

pembentukan komisi ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 adalah 

sebagai berikut: 

(a)  Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan yang berlangsung di Indonesia. 

(b)  Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. 

(c)  Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk 

kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia 

perempuan.69 

Keberadaan komisi tersebut belum sepenuhnya mampu 

memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan terhadap 
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perempuan, sehingga kasus kekerasan masih terus terjadi di Indonesia. 

Meningkatnya pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan di 

media menunjukkan tingginya frekuensi kasus tersebut. Berdasarkan 

data Solidaritas Perempuan untuk Keadilan dan Hak Asasi Manusia 

(SPEK-HAM) periode April 2003–Maret 2004, tercatat 25 kasus baru 

kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah eks Keresidenan 

Surakarta. Dari jumlah tersebut, 36% dilakukan oleh suami, 28% 

korban merupakan anak-anak, 44% mengalami kekerasan seksual, dan 

68% mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.70 

Sejak tahun 1996, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan 

Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta telah mendampingi 

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan jumlah penanganan 

yang terus meningkat setiap tahun, dari 90 kasus pada 1998 hingga 817 

kasus pada 2004. Kasus-kasus tersebut dijadikan dasar bagi LBH APIK 

Jakarta untuk melakukan advokasi hukum guna mendorong perubahan 

hukum yang lebih adil dan setara, antara lain dengan mengkritisi 

kebijakan diskriminatif seperti KUHP dan Undang-Undang 

Perkawinan, serta menyusun dan mensosialisasikan RUU Anti 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejak 1997.71 

Sejak 2002, LBH APIK Jakarta bersama Komnas Perempuan, 

Convention Watch Universitas Indonesia, dan Derapwarapsari 

melakukan kajian mengenai pentingnya sistem peradilan pidana terpadu 
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bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Proses advokasi 

RUU KDRT melibatkan DPR, pemerintah, LSM, akademisi, serta 

aparat penegak hukum, hingga akhirnya RUU inisiatif DPR tersebut 

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 22 September 

2004, yang menandai babak baru dalam penegakan hukum KDRT di 

Indonesia.72 

Kemudian pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga berdasarkan landasan: 

a) Keadilan dan kesetaraan gender 

Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan 

laki-laki memiliki kedudukan serta kesempatan yang setara untuk 

menikmati dan mewujudkan hak asasi manusia dan potensi yang 

dimiliki secara optimal, sedangkan ketidakadilan gender muncul 

akibat ketimpangan relasi antara keduanya. Struktur sosial budaya 

yang bernuansa patriarki kerap menempatkan relasi gender secara 

timpang dan melahirkan ketidakadilan dalam berbagai aspek 

kehidupan. Kondisi ini bersumber dari prasangka yang terbentuk 

berdasarkan informasi keliru yang diyakini sebagai kebenaran, 

seperti anggapan bahwa perempuan lemah dan tidak berdaya, 
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padahal kenyataannya banyak perempuan memiliki kekuatan dan 

kemampuan yang setara bahkan melebihi laki-laki.73 

b) Non- deskriminatif 

Prinsip non-diskriminasi telah menjadi perhatian masyarakat 

internasional. Pada tahun 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

menyelenggarakan Konferensi Dunia Perempuan pertama di 

Mexico City yang menyoroti isu utama diskriminasi gender, yang 

dipandang sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan 

terhadap perempuan dan dinilai sebagai bentuk kejahatan yang 

mengancam keselamatan serta martabat perempuan. Sebagai tindak 

lanjut, PBB kemudian mengeluarkan Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). 

Konvensi ini diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 

1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan CEDAW74. 

Dalam Pasal 1 CEDAW ditegaskan bahwa: 

“Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengucilan atau 

pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang 

mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mangurangi atau 

menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi 

manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, sosial, budaya, 

sipil atau apupun lainnya oleh wanita, terlepas dari perkawinan 

mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita" 

 

CEDAW yang dikenal sebagai Konvensi Wanita PBB 

memuat prinsip-prinsip: Prinsip persamaan substantive, prinsip non 
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diskriminatif, prinsip kewajiban Negara. Prinsip tersebut 

memandang hak asasi wanita sebagai hak asasi manusia yang harus 

dipenuhi dan Pemerintah dianggap mempunyai kewajiban 

berdasarkan prinsip keadilan. Dan Prinsip non diskriminasi gender 

telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah 

Indonesia telah menetapkan asas persamaan kedudukan dimata 

hukum (equality before the law) asas persamaan kedudukan dimata 

hukum termasuk perempuan dan laki-laki.75 

Seiring berjalannya waktu maka diperlukannya peraturan 

yang lebih spesifik oleh negara dibentuklah Undang-Undang 

nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga.  

Sebelumnya di adakannya peraturan UU No.23 Tahun 2004 ini 

semua yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan tidak 

dianggap sebagai kekerasan yang serius. melainkan hanya sebatas 

pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai atau kesusilaan 

yang berlaku di masyarakat. Secara umum kekerasan fisik yang 

lazim disebut dengan penganiayaan yang telah diatur dalam KUHP. 

Maka dari itulah pemerintah membuat peraturan ini dengan tujuan 

untuk emberikan perlindungan dan rasa aman terhadap masyarakat 

khususnya kaum perempuan. 
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b. Tujuan dan Fungsi UU No.23 tahun 2004 

Beberapa tujuan dan fungsi dari undang-undang ini adalah: 

1. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

2. Melindungi korban dari perlakuan kekerasan dalam rumah tangga 

3. Memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelaku yang melakukan 

kekerasan dalam lingkup rumah tangga 

4. Memelihara keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, selaras 

dengan perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadaban 

sosial.
76

 

G. Alasan Pelarangan Suami  

Alasan suami melarang istri bekerja biasanya tidak tunggal, ia 

dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, psikologis, hingga pemahaman 

agama, alasan-alasan ini sering muncul dalam penelitian lapangan maupun 

literatur akademik:
77

 

1. Alasan Ekonomi (Kontrol Nafkah) 

Suami merasa ia sudah cukup menafkahi, sehingga istri 

dianggap tidak perlu bekerja. Ada juga yang justru tidak 

mampu memberi nafkah cukup, tetapi tetap melarang karena 

ingin mempertahankan posisi sebagai pencari nafkah utama. 

Dalam beberapa kasus, larangan ini berkaitan dengan kontrol 

keuangan, agar penghasilan hanya terpusat pada suami. 

2. Alasan Peran Gender Tradisional 
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Pandangan bahwa istri seharusnya fokus di ranah domestik 

(mengurus rumah, anak, dan suami). Dipengaruhi budaya  

patriarki yang masih kuat di masyarakat. 

3. Alasan Kecemburuan dan Kontrol Sosial 

Suami khawatir istri berinteraksi dengan laki-laki lain di tempat 

kerja. Ada unsur posesif atau controlling behavior dalam 

hubungan. 

4. Alasan Pemahaman Agama ( pemahaman Teks) 

Sebagian suami menafsirkan bahwa istri harus izin suami untuk 

bekerja. Ada kekhawatiran pekerjaan akan melalaikan 

kewajiban rumah tangga serta adanya pehaman yang di yakini 

secara teori saja. 

5. Alasan Status Sosial dan Harga Diri 

Ada suami yang merasa harga dirinya turun jika istri bekerja. 

Takut dianggap tidak mampu oleh masyarakat. 

6. Alasan Praktis ( Anak dan Rumah Tangga) 

Pada alasan ini suami melarang sebab alasan praktis, termasuk 

ketakutan ketika istri bekerja maka istri tidak mampu untuk 

memberikan kewajibannya dalam melayani suami dan anaknya. 

Sehingga Fokus pada pengasuhan anak, terutama jika anak 

masih kecil.Tidak ada dukungan (keluarga/pengasuh), sehingga 

suami memilih istri di rumah. 
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H. Maqāṣid al- Syarī„ah Sebagai Pendekatan Analisis Dalam Hukum 

Islam 

1. Pengertian Maqāṣid al- Syarī„ah 

Secara bahasa, maqāṣid merupakan bentuk jamak dari maqṣad 

yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan syarī„ah berarti aturan atau 

hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi umat manusia. Dengan 

demikian, Maqāṣid Syarī„ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai dalam penetapan hukum Islam.
78

 

Menurut Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, tujuan utama 

syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan 

bagi manusia di dunia dan akhirat. Syariat tidak diturunkan untuk 

memberatkan, melainkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan 

hidup manusia. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Wahbah az-

Zuhaili yang menyatakan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya 

bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek 

kehidupan.
79

 

2. Pembagian Maqāṣid al- Syarī„ah 

Para ulama membagi maqāṣid kedalam tiga tingkatan:
 80

 

1. Ḍarūriyyāt (primer) → kebutuhan yang sangat mendasar bagi 

keberlangsungan hidup manusia. 

2. Ḥājiyyāt (sekunder) → kebutuhan yang bersifat pelengkap untuk 
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menghindari kesulitan. 

3. Taḥsīniyyāt (tersier) → kebutuhan untuk menyempurnakan 

kehidupan agar lebih baik dan bermartabat. 

Ulama ushul fiqh merumuskan lima tujuan utama syari‟at 

(al-kulliyat al-khams), yaitu: 

1. Ḥifẓ al-Dīn (perlindungan agama) 

2. Ḥifẓ al-Nafs (perlindungan jiwa) 

3. Ḥifẓ al-„Aql (perlindungan akal) 

4. Ḥifẓ al-Nasl (perlindungan keturunan) 

5. Ḥifẓ al-Māl (perlindungan harta) 

Kelima unsur ini menjadi dasar dala menjadi dasar dalam menilai 

apakah suatu perbuatan membawa kemaslahatan atau justru 

kemudhoratan.
81

 

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada: Ḥifẓ al-Nafs, karena 

pelarangan istri bekerja yang menimbulkan tekanan psikologis dan konflik 

rumah tangga dapat mengganggu perlindungan terhadap jiwa dan martabat 

individu. Ḥifẓ al-Māl, karena apabila pelarangan tersebut menyebabkan 

kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, maka hal tersebut bertentangan 

dengan tujuan syariat dalam menjaga harta dan kesejahteraan keluarga. 

Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum Islam dilakukan secara 

substantif, tidak hanya tekstual sehingga dapat melihat dampak sosial dan 

ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga. 
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I. Penelitian Terdahulu 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki kemiripan dengan 

kajian-kajian sebelumnya. Namun tinjauan-tinjauan penelitian terdahulu 

tetap di perlukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat memperkaya 

analisis dalam penelitian ini. 

Oleh karena itu, beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan judul 

penelitian ini akan di deskripsikan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainia Firdaus, 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 

2024, yang berjudul “Analisis Maqasid Asy-Syariah 

terhadap Penelantaran Keluarga Perspektif KHI dan UU 

PKDRT”. Penelitian ini menilai penelantaran keluarga 

menurut Maqasid Asy-Syariah, Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), dan UU PKDRT. Dengan pendekatan maqasidiyah, 

penelitian ini mengkaji bagaimana penelantaran bertentangan 

dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi jiwa, akal, 

harta, keturunan, dan agama. 

2. Penelitian yang diakukan oleh Surya Rezeki NST, 

mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022, 

berjudul “Larangan Bekerja bagi Istri sebagai Tindakan 

Penelantaran Rumah Tangga (Analisis terhadap Pasal 9 

Ayat 2 No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Ditinjau 

Menurut Hukum Islam)”. Penelitian ini membahas pasal 9 
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ayat 2 UU PKDRT yang melarang membatasi atau melarang 

istri untuk bekerja sebagai bentuk penelantaran rumah 

tangga. Dengan pendekatan hukum Islam, penelitian ini 

mengkaji kesesuaian larangan tersebut dengan prinsip-prinsip 

dalam Islam mengenai hak dan kewajiban istri. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rugun Romaida Hutabarat, 

mahasiswa Tarumanagara pada tahun 2024, berjudul 

“Pengaturan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga: (Analisis Yuridis Bentuk Penelantaran 

Berdasarkan Undang-Undang PKDRT)”. Penelitian ini 

menyoroti ketidakjelasan dalam UU PKDRT mengenai kapan 

perbuatan penelantaran dapat dikategorikan sebagai tindak 

pidana. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini 

mengkaji batasan perbuatan penelantaran agar dapat 

diberlakukan sanksi atau hukuman bagi pelaku. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faizah Al-Habsyi bersama 

Sri Astutik, Noenik Soekorini, dan Vieta Imelda Cornelis, 

dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 

Jawa Timur, berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Kekerasan Psikis Terhadap Istri Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini mengkaji 

bentuk dan pengaturan tindak pidana kekerasan psikis 
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terhadap istri dalam lingkup rumah tangga berdasarkan 

ketentuan UU PKDRT. Dengan menggunakan pendekatan 

yuridis normatif, penelitian ini menelaah norma-norma 

hukum yang mengatur kekerasan psikis serta unsur-unsur 

yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan 

sebagai tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tindakan berupa ancaman, intimidasi, penghinaan, serta 

perlakuan yang menimbulkan penderitaan psikologis 

terhadap istri termasuk dalam kekerasan psikis sebagaimana 

diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT. Penelitian ini juga 

menyoroti adanya kendala dalam penerapan hukum di 

lapangan, khususnya terkait pembuktian kekerasan psikis dan 

pemahaman aparat penegak hukum, sehingga perlindungan 

hukum terhadap korban belum berjalan secara optimal.  

5. Jurnal yang ditulis Ulfi Ana Khaira dkk. pada tahun 2022 

dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 

berjudul “Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami 

sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif 

untuk mengkaji penelantaran rumah tangga sebagai bentuk 

kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa penelantaran tidak hanya 

berupa tidak diberikannya nafkah, tetapi juga mencakup 

tindakan pembatasan atau pelarangan istri untuk bekerja yang 

menyebabkan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, 

pembatasan peluang bekerja bagi istri dapat dikualifikasikan 

sebagai bentuk penelantaran dan kekerasan ekonomi 

sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. 

Selain dari buku-buku di atas masih ada buku lainnya, penulisan 

ilmiah lainnya yang juga penulis gunakan sebagai sumber referensi karena 

mengandung isi yang menunjang dalam penulisan ini.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

Deskriptif. Dimana data yang digunakan diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian. Untuk mengumpulkan data yang dipelukan, penulis melakukan 

penelitian lapangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang telah 

dikemukakan sebelumnya.
82

Pendekatan kualitatif digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu dengan memanfaatkan wawancara terbuka guna 

menganalisis serta memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku 

individu maupun kelompok.
83

 

Dan pendekatan lainnya yang dilakukan sebagai berikut:  

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach): untuk 

menganalisis ketentuan dalam UU PKDRT dan regulasi terkait 

lainnya. 

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach): untuk memahami 

konsep penelantaran rumah tangga dari perspektif hukum Islam. 

3. Pendekatan historis (historical approach): untuk menelusuri latar 

belakang historis lahirnya UU PKDRT atau hukum Islam terkait 

kewajiban dalam rumah tangga. 

                                                 
82

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alvabeta CV, 

2013), hal, 253. 
83

 Dameria Sinaga, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Payakumbuh: Repository PPNP, 

2022). Hal, 6 
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B. Subjek Penelitian dan Informan 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian di dalam penelitian ini Karena penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk 

menggambarkan dan memahami fenomena pelarangan istri untuk 

bekerja oleh suami berdasarkan pengalaman dan pandangan subjek 

penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 

masyarakat, yaitu istri yang mengalami pelarangan bekerja serta suami 

yang melarang istrinya bekerja, dengan alasan yang beragam pada 

setiap informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

kualitatif untuk menemukan pola dan tema yang muncul dari hasil 

wawancara. yang terjadi di Desa Aliantan. 

2. Informan 

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, 

yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan 

pertimbangan tertentu, terutama keterlibatan, pengalaman, dan 

pengetahuan informan terhadap fenomena yang diteliti. 

Informan utama sekaligus yang di klasifikasikan dalam penelitian 

ini adalah 24 orang istri di Desa Aliantan yang mengalami pelarangan 

istri bekerja oleh suami. Adapun informan pendukung dalam penelitian 

ini adalah 13 orang suami yang memberikan keterangan terkait alasan 

pelarangan istri bekerja dan kondisi nafkah dalam rumah tangga. dan 
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total informan adalah sebanyak 37 orang. 

Untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian, identitas informan 

dalam penelitian ini disamarkan dengan menggunakan kode tertentu. 

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi: 

Kategori keterangan 

Jumlah informan 37 

Jenis kelamin Laki-laki dan perempuan 

Status Suami dan istri 

Rentang usia ± 25–50 tahun 

Teknik pemilihan informan Purposive 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan cara wawancara, observasi, atau laporan dalam 

bentuk dokumen. Jadi dengan ini peneliti mengambil sumber data 

primernya melalui teknik wawancara kepada para informan. 

2. Data Sekunder  

a. Buku-buku teks hukum Islam dan Hukum Keluarga  

b. UU PKDRT No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan undang-undang 

lainnya tentang KDRT  

c. Jurnal ilmiah dan artikel hukum islam dn hukum nasional yang 

membahas tentang KDRT dan jurnal serta situs internet yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. 
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D. Teknik Pengumpulan Data  

1) Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti atau 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek 

yang akan diteliti.
84

 Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran 

yang jelas mengenai keadaan objek penelitian yang dapat mendukung 

proses penelitian. 

2) Wawancara, teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab 

antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah 

penelitian yang sedang diteliti.
85

 

3) Dokumentasi, adalah data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan atau transkip, buku, pernyataan, dan surat perjanjian dan lain 

sebagainya. Pada peelitian ini dokumentasi dokumentasi yang dapat 

mendukung penelitian adalah dokumen hasil pernyataan dari 

wawancara dari sumber yang ditanya (korban). 

4) Perpustakaan digital (repositori universitas, Google Scholar, jurnal 

online). 

E. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif, 

yaitu dengan menggambarkan secara sistematis isi dari data hukum yang 

terjadi di lapangan baik berupa kata-kata atau tulisan sebagaimana adanya 

sesuai dengan kenyataan yang ada sesuai dengan data ini diperoleh. Dari 

                                                 
84

 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022), 

hal.7 
85

 Ibid, hal. 46. 
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data yang terkumpul maka peneliti akan menyusun dan berusaha 

mengklarifikasi untuk dianalisis supaya kesimpulan diperoleh, kemudian 

dinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Langkah-

langkah menganalisis meliputi: 

1. Menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan serta 

melakukan wawancara 

2. Menyusun data secara sistematis berdasarkan pokok 

permasalahan 

3. Menganalisis data sesuai dengan pendekatan hukum Islam dan 

hukum positif 

4. Menarik kesimpulan sebagai hasil dari analisis dan wawancara 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama  Pendahuluan, yang mencakup berbagai aspek mendasar 

dalam penelitian, seperti latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, serta 

manfaat penelitian  

Bab Kedua Tinjauan pustaka, yang berisi landasan teori atau kerangka 

konseptual yang relevan dengan penelitian ini. 

Bab Ketiga  Uraian mengenai setting penelitian, yang meliputi 

gambaran umum objek atau lokasi penelitian serta aspek 

metodologi, seperti jenis penelitian, pendekatan yang 

digunakan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber 
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data, Teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. 

Bab keempat Pembahasan hasil penelitian, yang berisi analisis data dan 

jawaban terhadap rumusan masalah yang telah disusun 

sebelumnya. 

Bab kelima bab penutup, mencakup kesimpulan dan saran 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada 

bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelarangan istri bekerja 

dalam rumah tangga terjadi dengan berbagai latar belakang dan alasan. 

Alasan-alasan tersebut meliputi anggapan nafkah telah cukup, kompromi 

Bersama antra suami dan istri, pemahaman agama suami, kecemburuan, 

ketakutan terhadap pembangkangan istri, serta kekhawatiran suami akan 

kehilangan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, satu 

orang suami dapat memiliki lebih dari satu alasan dalam melarang istri 

bekerja. 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelarangan istri bekerja di 

Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu 

menunjukkan adanya tiga pola utama yang terjadi dalam rumah tangga 

yaitu:  

Pertama, sebanyak 1 informan pada kasus pelarangan terjadi pada 

kondisi di mana suami tidak memberikan nafkah secara cukup kepada 

istri, meskipun secara kemampuan suami tergolong mampu. Dalam 

kondisi ini, istri tetap dilarang bekerja, sehingga mengalami tekanan 

dalam mengelola kebutuhan rumah tangga dengan keterbatasan nafkah 

yang diberikan. 

Kedua, sebanyak 18 kasus informan pelarangan istri bekerja juga 
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ditemukan pada kondisi di mana suami telah memberikan nafkah dari 

seluruh penghasilannya kepada istri, namun besaran penghasilan 

tersebut tidak sebanding dengan jumlah tanggungan keluarga. 

Akibatnya, secara objektif nafkah yang diberikan tetap belum 

mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam situasi ini, istri sebenarnya 

memiliki potensi untuk membantu perekonomian keluarga, namun 

tetap tidak diperbolehkan bekerja oleh suami. 

Ketiga, pada 6 kasus informan yang mengalami pelarangan istri 

bekerja terjadi pada kondisi di mana nafkah yang diberikan suami telah 

terpenuhi dan cukup, serta seimbang antara penghasilan dan jumlah 

tanggungan keluarga. Dalam kondisi ini, pelarangan tidak 

menimbulkan permasalahan bagi istri karena kebutuhan rumah tangga 

telah terpenuhi secara layak. 

2. Ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, 

pelarangan istri bekerja pada satu kasus dapat mengarah pada 

kekerasan dalam rumah tangga apabila nafkah tidak terpenuhi padahal 

suami mampu memberikannya maka itu bisa dikategorikan sebagai 

kekerasan ini bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2004. 

Kemudian di dalam praktik yg terjadi pada 18 informan, terdapat 

tidak adanya musyawarah yang seimbang antara suami dan istri, 

sehingga menunjukkan relasi yang tidak setara dengan dominasi suami 

dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam kasus ini suami masih 

memberikan nafkah meskipun belum mencukupi kebutuhan dasar, 
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sehingga belum memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga. 

Meskipun demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya 

ketimpangan relasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, 

pembatasan peran istri, tekanan hidup, serta ketergantungan ekonomi 

yang dapat mengarah pada penelantaran dan tekanan psikologis. Dan 

bisa saja berimplikasi pada hak istri untuk mengajukan gugatan fasakh 

atau syiqaq ke Pengadilan Agama karena kewajiban nafkah tidak 

terpenuhi, jika istri mau. 

Dan pada kasus informan sebanyak 6 orang itu terjadi pelarangan 

yang tidak menyebabkan tekanan atau kerugian bagi orang lain, maka 

itu tidak dikategorikan sebaga kekerasan dalam rumah tangga dan 

tidak bertentangan dengan maqashid syari‟ah. 

3. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, seluruh 18 kasus 

berimplikasi pada hak istri untuk mengajukan gugatan fasakh atau 

syiqaq ke Pengadilan Agama karena kewajiban nafkah tidak terpenuhi 

jika istri berkehendak. Namun kasus 1 orang itu lebih berat karena 

mengandung unsur kezaliman yang disengaja (dholim), yang 

bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bil-ma'ruf dan melanggar lima 

unsur maqashid syariah sekaligus. 

berdasarkan pendekatan maqasid syari‟ah khususnya prinsip ḥifẓ 

al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) 

pelarangan istri bekerja tidak dibenarkan apabila menimbulkan 

kemudhoratan, baik secara ekonomi maupun psikologis dan 
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mengabaikan kewajiban nafkah suami, namun dapat diterima apabila 

dilakukan berdasarkan kesepakatan Bersama dan diiringi dengan 

musyawarah, dan ma‟ruf serta tanggung jawab terpenuhinya nafkah 

keluarga. Larangan suami terhadap istri untuk bekerja pada dasarnya 

diperbolehkan dalam batas tertentu, namun harus tetap 

mempertumbangkan prinsip kemaslahatan dan tidak menimbilkan 

kemudhoratan. Sejalan dengan kaedah Fiqh “laa dharara wa laa 

dhiraar” (tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian). Dapat 

disimpulkan bahwa kasus dalam penelitian ini tidak secara mutlak 

termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan 

ketentuan hukum positif, namun tetap menunjukkan adanya 

permasalahan dalam relasi suami-istri yang perlu diperhatikan baik 

dari perspektif hukum maupun nilai-nilai keadilan dalam Islam. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum islam melalui 

pendekatan maqāṣid al-syarī„ah dan hukum positif melalui UU 

PKDRT memiliki tujuan yang sejalan dalam menjaga keadilan, 

kemaslahatan, dan kesejahteraan rumah tangga. pelarangan istri 

bekerja hanya dapat dibenarkan apabila tidak menghilangkan hak-hak 

istri dan tidak menimbulkan mudhorat dalam kehidupan keluarga. 

B. SARAN 

1. Bagi suami istri supaya dapat mengedepankan prinsip musyawarah dan 

keadilan dalam mengambil keputusan terkait peran istri dalam rumah 

tangga, termasuk dalam hal bekerja. Keputusan tersebut sebaiknya 
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mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, kesejahteraan 

Bersama, serta hak kewajiban masing-masing pihak. Disarankan agar 

suami dapat memahami bahwa pelarangan istri bekerja tidak boleh 

mengakibatkan terabaikannya pemenuhan nafkah keluarga, agar tidak 

terjadi penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dan bagi istri disarankan 

untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya dalam rumah 

tangga. Khususnya ha katas pemenuhan nafkah dan perlindungan dari 

kekerasan dalam rumah tangga. Dan dalam kondisi pelarangan bekerja 

yang disertai ketidakcukupan nafkah, istri perlu berani menyampaikan 

kondisi yang dialami melalui jalur keluarga, tokoh masyarakat, atau 

lembaga yang berwenang. 

2. Bagi pemerintah desa dan Lembaga terkait yang berwenang, 

diharapkan memberikan edukasi hukum dan sosialisasi mengenai 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga. Serta disarankan untuk meluruskan 

pemahaman keagamaan kepada masyarakat terkait kewajiban nafkah, 

hak istri, serta bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 

Khususnya kekerasan ekonomi, guna mencegah terjadinya 

pelanggaran hak dalam rumah tangga. Selain itu, diperlukan upya 

preventif melalui pendampingan keluarga agar kasus pelarangan istri 

bekerja tidak berkembang menjadi bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga. 
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3. Dikarenakan penelitian ini dilakukan pada satu wilayah, penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan ke daerah lain 

untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

pelarangan istri bekerja dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

dan Hukum Islam dengan pendekatan yang lain, seperti pendekatan 

sosiologis atau psikologis, serta melibatkan jumlah dan variasi 

informan yang lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih 

komprehensif. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pertanyaan Umum (untuk semua Informan) 

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pembagian 

peran suami dan istri dalam rumah tangga? 

2. Menurut Bapak/Ibu siapakah yang paling memiliki 

kewajiban utama dalam mencari nafkah keluarga? 

3. Apakah menurut Bapak/Ibu istri juga boleh kerja diluar 

rumah? Dalam kondisi seperti apa? 

4. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang taat pada suami 

dalam Islam? 

5. Apakah didalam rumah tangga bapak, bapak melarang istri 

untuk bekerja? Mengapa? 

6. Sejak kapan larangan tersebut terjadi? 

7. Menurut Bapak/Ibu melarang Istri bekerja itu dilarang atau 

tidak dalam agama Islam? Mengapa? 

8. Apakah selama pelarangan bekerja pada istri ada 

menimbulkan kesulitan ekonomi dan tekanan batin? 

9. Apakah suami berpendapat bahwa jika istri bekerja, ia akan 

kelelahan dalam menjalankan peran sebagai ibu dan istri? 

10. Apakah pernah disampaikan bahwa istri mungkin tidak 

dapat melayani suami dan anak secara maksimal jika 

bekerja? 



 

 

 

11. Apakah suami selama ini telah merasa cukup dari kebutuhan 

rumah tangga dari kewajiban istri dirumah? 

12. Apa harapan Bapak dan Ibu terhadap peran suami dan istri 

agar rumahnya tetap harmonis dan adil? 

B. Pertanyaan untuk suami yang melarang Istri bekerja 

1. Apa alasan utama bapak melarang istri untuk bekerja diluar 

rumah pak? Apakah ada pertimbangan agama, ekonomi atau 

hal lain? 

2. Bagaimana kondisi pemenuhan nafkah keluarga selama ini 

terkait istri bapak larang untuk bekerja? Apakah sudah 

terpenuhi  keseluruhan nafkah istri dan anak (makanan, 

pakaian, penddikan, kesehatan) 

3. Apakah pernah ada kesepakatan sebelum menikah terkait 

istri bekerja? 

4. Apakah bapak khawatir jika istri bekerja akan 

mempengaruhi sifat istri? (terkait kepatuhan) 

5. Bagaimana sikap bapak jika suatu saat kondisi ekonomi 

keluarga tidak mencukupi? 

6. Dari pelarangan istri bekerja, apakah alasan bapak melarang 

itu terkait tanggung jawab bapak sebagai kepala rumah 

tangga atau sebagai hak kepemimpinan suami? 

7. Apakah suami berpendapat bahwa jika istri bekerja, ia akan 

kelelahan dalam menjalankan peran sebagai ibu dan istri? 



 

 

 

8. Apakah pernah disampaikan bahwa istri mungkin tidak 

dapat melayani suami dan anak secara maksimal jika 

bekerja? 

9. Apakah suami selama ini telah merasa cukup dari kebutuhan 

rumah tangga dari kewajiban istri dirumah? 

10. Bagaimana Anda menentukan jumlah nafkah yang diberikan 

kepada istri setiap bulan? 

11. Apakah menurut Anda nafkah yang Anda berikan sudah 

mencukupi kebutuhan keluarga? 

C. Pertanyan untuk istri 

1. Apakah ibu ada keinginan untuk bekerja? Apa alasannya? 

2. Apa alasan suami melarang ibu bekerja? 

3. Sejak kapan ibu dilarang bekerja oleh suami, dan apa alasan 

yang diberikan suami? 

4. Apakah larangan ini disampaikan secara lisan, tertulis, atau 

melalui paksaan fisik/psikologis? 

5. Apakah sebelum menikah Anda bekerja atau memiliki 

penghasilan sendiri? 

6. Berapa penghasilan suami per bulan sejauh yang ibu  

ketahui? Dan Berapa uang belanja yang diberikan suami 

kepada Anda setiap bulannya? 

7. Untuk apa saja uang tersebut Anda gunakan? Apakah cukup 

untuk kebutuhan anak dan rumah tangga? 



 

 

 

8. Pernahkah ibu meminta tambahan nafkah kepada suami? 

Bagaimana respons suami? 

9. Apakah Anda pernah berhutang atau meminta bantuan 

keluarga lain untuk memenuhi kebutuhan? 

10. Apakah ibu pernah menyampaikan keinginan ibu dan 

keadaan rumah tangga saat ini kepada suami? 

11. Apakah larangan bekerja ini ada dampaknya kepada Ibu dan 

rumah tangga?  

12. Dalam kondisi apa menurut ibu istri boleh bekerja? 

13. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga selama ini? Apakah 

suami cukup dalam pemenuhan nafkah karena terkait ibu 

dilarang bekerja dan yang bekerja bapak sendiri? 

14. Apa yang ibu lakukan jika ada kebutuhan yang diharuskan 

tapi tidak terpenuhi oleh suami, sementara ibu dilarang 

bekerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 2 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

NO Kode 

Informan 

Jenis 

kelamin 

(PR/LK) 

Status Usia 

(Thn) 

Pekerjaan Keterangan 

1 IF-1 PR Istri 48 IRT Dilarang 

bekerja 

2 IF-2 PR Istri 49 IRT Dilarang 

bekerja 

3 IF-3 PR Istri 38 IRT Dilarang 

bekerja 

4 IF-4 PR Istri 50 IRT Dilarang 

bekerja 

5 IF-5 PR Istri 47 IRT Dilarang 

bekerja 

6 IF-6 PR Istri 37 IRT Dilarang 

bekerja 

7 IF-7 PR Istri 48 IRT Dilarang 

bekerja 

8 IF-8 PR Istri 

 

 

 

 

32 IRT Dilarang 

bekerja 



 

 

 

9 IF-9 PR Istri 43 IRT Dilarang 

bekerja 

10 IF-10 PR Istri 45 IRT Dilarang 

bekerja 

11 IF-11 PR Istri 48 IRT Dilarang 

bekerja 

12 IF-12 PR Istri 38 IRT Dilarang 

bekerja 

13 IF-13 PR Istri 49 IRT Dilarang 

bekerja 

14 IF-14 PR Istri 37 IRT Dilarang 

bekerja 

15 IF-15 PR Istri 39 IRT Dilarang 

bekerja 

16 IF-16 PR Istri 49 IRT Dilarang 

bekerja 

17 IF-17 PR Istri 27 IRT Dilarang 

bekerja 

18 IF-18 PR Istri 50 IRT Dilarang 

bekerja 

19 IF-19 PR Istri 32 IRT Dilarang 

bekerja 

20 IF-20 PR Istri 25 IRT Dilarang 



 

 

 

bekerja 

21 IF-21 PR Istri 45 IRT Dilarang 

bekerja 

22 IF-22 PR Istri 48 IRT Dilarang 

bekerja 

23 IF-23 PR Istri 28 IRT Dilarang 

bekerja 

24 IF-24 PR Istri 47 IRT Dilarang 

bekerja 

25 IF-25 PR Istri 39 IRT Dilarang 

bekerja 

26 IF-26 LK Suami 47 Buruh Melarang 

istri 

27 IF-27 LK Suami 50 Buruh Melarang 

istri 

28 IF-28 LK Suami 50 karyawan 

swasta 

Melarang 

istri 

29 IF-29 LK Suami 45 Buruh Melarang 

istri 

30 IF-30 LK Suami 49 karyawan 

swasta 

Melarang 

istri 

31 IF-31 LK Suami 45 Pedagang Melarang 

istri 



 

 

 

32 IF-32 LK Suami 47 Petani Melarang 

istri 

33 IF-33 LK Suami 47 karyawan 

Swasta 

Melarang 

istri 

34 IF-34 LK Suami 32 Buruh Melarang 

istri 

35 IF-35 LK Suami 49 Petani Melarang 

istri 

36 IF-36 LK Suami 41 Buruh Melarang 

istri 

37 IF-37 LK Suami 48 Pedagang Melarang 

istri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 3 

REKAPITULASI DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode 

Informan 

Kondisi Nafkah Alasan Pelarangan Dampak 

IF-1 Tidak Terpenuhi A,C,F Konflik 

IF-2 Terpenuhi B,C Tidak ada 

konflik 

IF-3 Terpenuhi  A,B,D Tidak ada 

konflik 

IF-4 Tidak Terpenuhi D,E,F Konflik 

IF-5 Tidak Terpenuhi F Konflik 

IF-6 Terpenuhi  A,F Tidak ada 

Konflik 

IF-7 Tidak Terpenuhi D,F Konflik 

IF-8 Terpenuhi  C,E,F Tidak ada 

Konflik 

IF-9 Tidak Terpenuhi D,E,F Konflik 

IF-10 Terpenuhi  A,B,C,F Tidak ada 

konflik 

IF-11 Tidak Terpenuhi A,D,F Konflik 

IF-12 Terpenuhi  A,B,E,F 

 

 

Tidak ada 

konflik 



 

 

 

IF-13 Tidak Terpenuhi C,F Konflik 

IF-14 Tidak Terpenuhi E,F Konflik 

IF-15 Terpenuhi  B,C,E Tidak ada 

konflik 

IF-16 Terpenuhi  B,D,F Konflik 

IF-17 Tidak Terpenuhi B,E,F Tidak ada 

konflik 

IF-18 Tidak Terpenuhi A,D,F Konflik 

IF-19 Tidak Terpenuhi D,F Konflik 

IF-20 Tidak Terpenuhi D,E,F Konflik 

IF-21 Terpenuhi  B,D,F Tidak ada 

konflik 

IF-22 Tidak Terpenuhi F Konflik 

IF-23 Tidak Terpenuhi E,F Konflik 

IF-24 Terpenuhi  B,E,F Tidak ada 

konflik 

IF-25 Tidak Terpenuhi F Tidak ada 

konflik 

IF-26 Tidak Terpenuhi A,E,F konflik 

IF-27 Terpenuhi  A, B,E,F Tidak ada 

konflik 

IF-28 Tidak Terpenuhi F Konflik 



 

 

 

IF-29 Tidak Terpenuhi E,F Konflik 

IF-30 Tidak Terpenuhi C,E,F Konflik 

IF-31 Terpenuhi  B,A,F Konflik 

If-32 Terpenuhi  B,D,F Konflik 

IF-33 Tidak Terpenuhi D,F Tidak ada 

konflik 

IF-34 Tidak Terpenuhi A,E,F konflik 

IF-35 Terpenuhi  B,D,F Tidak ada 

Konflik 

IF-36 Tidak Terpenuhi E,F Tidak ada 

konflik 

IF-37 Terpenuhi  B,E,F Tidak ada 

Konflik 

Keterangan: 

A: Cemburu  

B: Nafkah Terpenuhi 

C: Kompromi 

D: Takut Membangkang 

E: Hilang Kepemimpinan 

F: Pemahaman Agama 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 4 

REKAP DATA INFORMAN DI DESA ALIANTAN 

No Ini

sial 

Juml

ah 

anak 

Usia 

Anak 

Tanggun

gan 

Pekerj

aan 

Suami 

Masa 

Beke

rja 

Gaji 

Sua

mi 

Nafk

ah 

ke 

Istri 

Keteran

gan 

1 IF 

1 

2 

orang 

22 

dan 

17 

thn 

4 orang Buruh 25 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 1 jt Tidak 

Cukup 

2 IF 

2 

2 

orang 

13 

dan 9 

tahun 

4 orang Buruh 11 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 2 jt Cukup 

3 IF 

3 

4 

orang 

12, 5, 

2 dan 

2 

tahun 

6 orang Karya

wan 

Swasta 

14 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 3 jt Tidak 

Cukup 

4 IF 

4 

2 

orang 

27 

dan 

20 

tahun 

4 orang Pedaga

ng 

27 

Tahu

n 

+ 4jt + 4 jt Cukup 

5 IF 

5 

2 

orang 

22 

dan 

19 

thn 

4 orang Karya

wan 

Swasta 

25 

tahun 

+4 jt + 3 jt Cukup 

6 IF 

6 

3 

orang 

26,24 

dan 

19 

tahun 

5 orang Buruh 30 

tahun 

+ 3jt + 1 jt Tidak 

cukup 

7 IF 

7 

4 

orang 

22,18,

14 

dan 4 

tahun 

6 orang Karya

wan 

swasta 

5 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 3 jt Tidak 

Cukup 

8 IF 

8 

3 

orang 

26,19 

dan 

15 

tahun 

5 orang Buruh 4 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 2 jt Tidak 

Cukup 

9 IF 

9 

3 

orang 

19,17 

dan 6 

tahun 

5 Orang Pedaga

ng 

11 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 2 jt Tidak 

Cukup 

10 IF 

10 

4 

orang 

27,18,

15 

dan 

6 orang karyaw

an 

Swasta 

10 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 3 jt Tidak 

cukup 



 

 

 

10 

tahun 

11 IF 

11 

3 

orang 

22,10 

dan 5 

tahun 

5 orang Buruh 3 

tahun 

+ 2 

jt 

+ 1 jt Tidak 

Cukup 

12 IF 

12 

3 

orang 

22,17 

dan 

12 

tahun 

5 orang Pedaga

ng 

10 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 3 jt Tidak 

Cukup 

13 IF 

13 

3 

orang 

24,26 

dan 

15 

tahun 

2 orang Buruh 3 

tahun 

+ 2 

jt 

+ 1 jt Tidak 

Cukup 

14 IF 

14 

2 

orang 

18 

dan 

16 

tahun 

4 orang Buruh 5 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 3 jt Cukup 

15 IF 

15 

2 

orang 

23 

dan 

16 

tahun 

4 orang Petani 2 

tahun 

+ 2 

jt 

+ 1 jt Tidak 

Cukup 

16 IF 

16 

3 

orang 

26,17 

dan 

21 

4 Orang Petani 5 

tahun 

+ 1 

jt 

+ 

500k 

Tidak 

Cukup 

17 IF 

17 

4 

Oran

g 

22 

19,9 

dan 3 

tahun 

6 orang Buruh 6 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 3 jt Tidak 

Cukup 

18 IF 

18 

1 

orang 

22 

tahun 

3 orang Karya

wan 

Swasta 

20 

tahun 

+ 4 

jt 

+ 3 jt Cukup 

19 IF 

19 

2 

orang 

20 

dan 

17 

tahun 

4 orang Pedaga

ng 

11 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 3 jt Cukup 

20 IF 

20 

2 

orang 

21 

dan 

18 

tahun 

4 Orang Buruh 4 

tahun 

+ 2 

jt 

+ 

500k 

Tidak 

Cukup 

21 IF 

21 

4 

orang 

25,20,

15 

dan 5 

tahun 

5 orang Karya

wan 

Swasta 

15 

tahun 

+ 4 

jt 

+ 3 jt Tidak 

Cukup 

22 IF 

22 

2 

orang 

18 

dan 

15 

4 orang Buruh 3 

tahun 

+ 1 

jt 

+ 

500k 

Tidak 

Cukup 



 

 

 

tahun 

23 IF 

23 

3 

orang 

9,5 

dan 2 

tahun 

5 orang Pedaga

ng 

5 

tahun 

+ 3 

jt 

+ 1 jt Tidak 

Cukup 

24 If 

24 

1 

orang 

2 

tahun 

3 orang PNS 2 

tahun 

+ 4 

jt 

+ 2 jt Cukup 

 

Keterangan: Sebagian besar informan memiliki jumlah tanggungan yang cukup 

banyak dengan kondisi ekonomi yang terbatas, sehinngga peneliti menilai bahwa 

Sebagian besar nafkah belum terpenuhi secara layak.Sehingga terjadi 

ketidakseimbangan antara kewajiban suami dan larangan terhadap istri, yang 

berdampak pada ketidakterpenuhan kebutuhan rumah tangga. Informasi mengenai 

tempat tinggal atau rumah rata-rata informan belum mempunyai tempat tinggal 

asli sebab selama ini tinggal di rumah sewa, kontrakan dan mess kerja. Sehingga 

dari data yang telah di ambil peneliti menunjukkan bahwa adanya nafkah yang 

dominan belum terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 

Lampiran III 

DOKUMENTASI            

    

   

   



 

 

 

   

    

   



 

 

 

    

   

   



  



  



  



  



 


